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Bahan Ajar I

Tujuan Instruksional Umum
Setelah mempelajari bahan ajar ini, mahasiswa akan dapat menganalisis dan merespon sitem politik

Tujuan Instruksional Khusus

Setelah mengikuti perkuliahan ini mahasiswa diharapkan dapat sebagai berikut:

· mendeskripsikan macam-macam sistem politik

· Menganalisis sitem politik demokrasi Indonesia

· Menguraikan pengembangan demokrasi di Indonesia

· Mengambarkan partisipasi politik yang sesuai dengan aturan

Materi Pembahasan

BAB 1

SISTEM POLITIK 
Pendahuluan

Bab mendeskripsikan macam-macam sistem politik, menganalisa sistem politik demokrasi Indonesia, menguraikan pengembangan demokrasi di Indonesia, menggambarkan partisipasi politik yang sesuai dengan aturan.

Macam-Macam Sistem
Para ahli Ilmu Politik mencoba menyusun macam-macam sistem politik dengan menggunakan kriteria dan cakupan yang berbeda-beda. GM Carter dan J.H. Herz menggunakan dua kriteria untuk membedakan berbagai sistem politik di dunia modern yaitu siapa yang memerintah dan ruang lingkup jangkauan kewenangan pemerintah. Oleh sebab itu macam-macam sistem politik dapat dibedakan sebagai berikut:
1. Apabila pihak yang memerintah terdiri atas beberapa orang atau kelompok kecil orang maka sistem politik ini disebut oligarki, otoriter atau aristokrasi.

2. Apabila pihak yang memerintah terdiri atas banyak orang maka disebut sistem politik demokrasi.

3. Kalau kewenangan pemerintah pada prinsipnya mencakup segala sesuatu yang ada dalam masyarakat, maka rejim ini disebut totaliter.

4. Apabila pemerintah memiliki kewenangan yang terbatas yang membiarkan beberapa atau sebagian besar kehidupan masyarakat mangatur diri sendiri tanpa campur tangan dari pemerintah dan kehidupan masyarakat dijamin dengan tata hukum yang disepakati bersama, maka rejim ini disebut liberal.


Berdasarkan pembagian macam-macam sistem politik di atas dapat kita melihat macam-macam sistem politik dalam perkembangannya.

1. Sitem Politik Otokrasi Tradisional

Sistem politik otokrasi tradisional ditandai dengan ciri-ciri sebagai berikut:

· Kurang menekankan pada persamaan tetapi pada stratifikasi ekonomi

· Kebebasan politik individu kurang dijamin tetapi lebih menekankan pada perilaku yang menuruti kehendak kelompok kecil penguasa.

· Kebutuhan moril dan nilai-nilai moral lebih menonjol dari pada kebutuhan material

· Lebih menekankan kepada kelompok (kolektivisme) yang berdasarkan kekerabatan dari pada individualisme.

Faktor yang mempersatukan masyarakat dalam sistem politik otokrasi tradisional ialah faktor primodial, seperti suku bangsa, ras, dan agama. Faktor primodial seringkali terjelma dalam pribadi pemimpin sehingga pemimpin menjadi lambang kebersamaan dalam suku bangsa, ras atau agama. Oleh karena itu, ikatan keturunan, suku dan agama terwujud dalam diri seorang pemimpin, seperti sultan, raja atau kaisar.
Hubungan Kekuasaan



Kekuasaan dalam sistem politik ini cenderung bersifat pribadi, negatif dan bersifat konsensus (tradisi dan paksaan). Pendistribusian kekuasaan hanya terbatas kepada kelompok kecil orang, seperti kaum bangsawan, tentera, tuan tanah dan alim ulama. Kekuasaan lebih konservatif yang tidak menginginkan perubahan sistem politik melainkan mempertahankan yang ada (status qua). Kelompok sosial modern, lembaga swadaya masyarakat dan media massa belum berkembang. Petani tidak ikut serta dalam kegiatan politik kerena mereka miskin, buta huruf, terkungkung dengan tradisi yang dikuasai oleh tuan-tuan tanah.



Percaturan politik berlangsung disekitar istana otokrasi, sebagian besar masyarakat berperan sebagai penonton dalam percaturan politik di panggung politik tingkat istana.

Legitimasi Kewenangan



Sumber kewenangan politik berdasarkan tradisi, yaitu berupa keturunan dari pemimpin terdahulu, karena dipandang oleh masyarakat sebagai orang yang harus memerintah karena asal-usul dan kualitas pribadinya. Kepercayaan dan tradisi ini selalu dipelihara dan dipertahankan oleh keturunan otokrat dengan berbagai cara, seperti mitos, legenda, dan simbol-simbol tertentu. Di lain pihak anggota masyarakat mengakui dan mentaati kewenangan otokrat karena tradisi yang turun menurun.
Hubungan Ekonomi Politik


Disamping jurang yang lebar dalam politik antara penguasa dengan penduduk di pedesaan, juga terdapat jurang yang lebar dalam ekonomi antara elit penguasa dengan massa petani yang hanya memiliki tenaga. Para petani kebanyakan bertindak sebagai penggarap tanah yang dimiliki oleh tuan tanah sebagai kaki tangan dari otokrat. Tuan tanah sebagai pemegang sumber kekuasaan di pedesaan menggunakan sumber kekuasaannya untuk mempengaruhi pemerintah pusat agar tidak mencanpuri masalah pedesaan sehingga pemerintah tidak melaksanakan kegiatan ekonomi yang merubah keadaan. Industrilisasi dan pertanian modrn dilakukan oleh pengusaha asing bekerja sama dengan kaum bangsawan, elit yang berkuasa dan tuan-tuan tanah. Namun petani sama sekali tidak tersentuh dengan modal dan teknologi asing, kecuali buruh hanya dengan upah yang sangat rendah.
2. Sistem Politik Totaliter


Sistem politik totaliter dilandasi indoktrinisasi ideologi dan pelaksanaan kekuasaan yang luas dan mendalam. Sistem politik totaliter dibedakan atas dua, yaitu sistem politik komunis dan facis. Keduannya menghendaki pengaturan masyarakat secara menyeluruh dengan kelompok kecil penguasa yang memonopoli kekuasaan. Keduanya juga merupakan sistem mobilisasi massa dalam rangka membentuk manusia dan masyarakat baru. Keduanya juga menempatkan kepentingan individu di bawah kehendak dan kepentingan partai tunggal yang mengatasnamakan bangsa dan negara.

Komunisme merupakan pemberontakan besar pertama dalam abad keduapuluh terhadap sistem ekonomi yang kapitalis dan liberal. Sedangkan fasisme merupakan pemberontakan kedua terhadap kapitalis dan liberal maupun terhadap komunisme. Komunisme merupakan pengaturan masyarakat secara totaliter dengan suatu kediktatoran yang mewakili kaum proletar (pekerja). Contoh negara yang tersisa setelah Eropa Timur dan Uni Soviet meninggalkan komunis tahun 1989 dan 1991, adalah RRC, Vietnam, Korea Utara dan Kuba.

Fasisme adalah pengaturan pemerintahan dan masyarakat secara totaliter dengan suatu kediktatoran tunggal yang sangat nasionalistis, rasialis, militeris dan imperialistis. Jerman di bawah Hitler dengan Nazinya, Italia dibawah Mussolini serta jepang merupakan contoh negara yang merupakan fasisme.

3. Sistem Pemerintahan Demokrasi



Di lihat dari segi kultural,  sistem politik demokrasi ialah sistem politik yang memelihara keseimbangan antara konflik dengan konsensus, artinya demokrasi memungkinkan perbedaan pendapat, persaingan dan pertentangan pendapat di antara individu sesama individu, individu dengan kelompok, individu atau kelompok dengan pemerintah, bahkan diantara lembaga negara dengan lembaga negara lainnya.


Sebaliknya demokrasi memberi tolerir konflik yang tidak menghancurkan sistem. Oleh sebab itu sistem politik demokrasi menyediakan mekanisme dan prosedur yang mengatur dan menyalurkan konflik sampai kepada perselisihan dalam bentuk kesepakatan. Prinsip ini pulalah yang mendasari pembentukan identitas bersama, hubungan kekuasaan, legitimasi kewenangan dan hubungan politik dengan ekonomi.
Kebaikan bersama



Persamaan kesempatan politik bagi setiap individu dijamin dengan hukum. Setiap individu memiliki kebebasan untuk mengejar tujuan hidup dengan menggunakan kesempatan politik melalui organisasi sukarela untuk bersama-sama mempengaruhi pemerintah dan membuat kebijakan yang menguntungkan mereka. Dalam demokrasi diberi kesempatan bersaing secara wajar.
Identitas Bersama


Faktor yang mempersatukan masyarakat dalam sistem politik demokrasi ialah bersatu dalam perbedaan. Dalam demokrasi penduduk tetap mempertahankan keterikatannya dengan budaya, suku, daerah, ras, agama dan adat istiadatnya, tetapi juga terikat kepada dasar dan tujuan bersama. Dasar yang sama itu berupa keterikatan kepada lembaga demokrasi, saling percaya, dan kesediaan hidup berdampingan secara damai dan rukun serta kesedian berkompromi dan berkerjasama.

Hubungan Kekuasaan

Dalam sistem demokrasi terdapat distribusi kekuasaan yang relatif merata di antara kelompok-kelompok sosial dan lembaga-lembaga pemerintah. Terdapat situasi persaingan dan kontrol antara kelompok yang satu dengan yang lain, antara lembaga yang satu dengan lembaga yang lain, seperti lembaga-lembaga legislatif dan yudikatif mengontrol eksekutif. Dalam demokrasi kekuasaan berfungsi sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Prinsip kewenangan dan legitimasi dalam sistem politik demokrasi bersifat prosedural (rule of law) yang diatur dalam konstitusi (UUD), artinya penguasa mendapat kewenangan berdasarkan prosedur yang disusun dalam konstitusi atau peraturan perundang-undangan, sedangkan anggota masyarakat mentaati kewenangan penguasa karena telah dipilih atau diangkat sesuai dengan aturan yang ditetapkan konstitusi.

Hubungan Politik dan Ekonomi


Unit-unit ekonomi dan kepemilikan barang dan jasa, pemerintah dan swasta ikut ambil bagian secara aktif sesuai dengan setiap porsinya. Mekanisme pasar dibiarkan mengatur kegiatan ekonomi, tetapi dalam hal menyangkut hidup orang banyak pemerintah ikut mengatur dan mengarahkan kegiatan ekonomi, redistribusi dan pengadaan barang dan jasa. Dengan tampilnya pemerintah sebagai pihak yang mewakili kepentingan umum kepincangan kegiatan ekonomi akan dapat teratasi, sehingga praktek monopoli dan persaingan yang tak sehat dapat dicegah.


Pada hakekatnya sistem politik demokrasi dalam menentukan segala kehidupan bernegara adanya prosedur dan mekanisme berdasarkan kedaulatan rakyat.

Tipe-Tipe Sistem Politik



Macam-macam sistem politik yang terpenting menurut Almond dan Colemen, khususnya banyak berlaku di negara-negara berkembang adalah sebagai berikut:

1.  
Demokrasi Politik



Demokrasi politik adalah suatu sistem politik di mana kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif yang berfungsi. Kekuasaan legislatif dipilih secara periode dalam pemilihan umum yang bebas. Badan tersebut mengontrol eksekutif. Terdapat macam-macam kelompok dengan kepentingan yang sama bersifat otonom, partai-partai politik berfungsi dan adanya sarana-sarana yang bebas untuk pembentukan pendapat.
2.  
Demokrasi Terpimpin

   
Struktur formal dari sistem politik ini boleh dikatakan sama dengan demokrasi politik, karena kesulitan tertentu diusahakan untuk menyesuaikan dengan struktur formal dan prakteknya untuk menjalin adanya pemerintahan secara efektif. Di sini kekuasaan lebih terkonsentrasi kepada eksekutif dan ikatan kekuasaan eksekutif lebih erat dengan partai pemerintah dimana ruang gerak yang terbatas kepada oposisi. Pendapat umum didominasi oleh pemerintah.
3.  
Oligarkhi Pembangunan


Sistem politik ini digunakan dengan mengingat masalah-masalah mengenai pelaksanaan demokrasi dan perlunya mengadakan modernisasi dengan cepat. Konsentrasi kekuasaan di tangan pemerintah yang dianggap syarat pembangunan dan persatuan. Sistem pengawasan ada ditangan militer atau rezim sipil yang didukung oleh elit yang besar jumlahnya. Parlemen tidak punya kekuasaan lagi dan hanya sebagai persetujuan serta memberi nasehat rencana peraturan, undang-undang. Tidak ada tempat untuk oposisi. Sebagai pelaksana kekuasaan tergantung kepada birokrasi yang ada. Kekuasaan yudikatif tidak bebas lagi. Militer dan politik bekerja menumpas gerakan di bawah tanah. Kampanye dari pemerintah pusat bertujuan untuk memobilisasi penduduk untuk persatuan nasional dan melancarkan proyek-proyek pembangunan.
4.  
Oligarkhi Totaliter



Tipe sistem politik ini terlihat dengan adanya kekhususan kepada rezim totaliter tradisional, seperti rezim fasis di Jerman dan italia dahulu serta rezim nasionalis Jepang sebelum Perang Dunia II. Rezim ini tidak mentolerir ada kekuasaan lain di sampingnya. Elite politiknya mempunyai ideologi yang konsisten dan terperinci dengan menyebarkan kepada sistem pemerintahan.

5.  
Oligarkhi Tradisional



Tipe sistem politik Oligarkhi Tradisional merupakan peninggalan dari kebudayaan pra-modern. Elite dinasti yang berkuasa dapat bertahan lama karena dapat menghindari dari penjajah, seperti Etiophia. Kekuasaan raja mendapat pengesahan karena tradisi, aparat negara terbatas kewajibannya, desa-desa tidak mendapat perhatian dan tidak banyak mendapat pengaruh. Pengangkatan jabatan atas pertimbangan pribadi.

Arti Sistem Politik


Sistem artinya metode, tatacara mengelola atau manajemen. Politik artinya kekuasaan atau negara. Sistem Politik artinya tata cara mengatur negara. Sedangkan sistem politik Indonesia adalah tata cara mengatur negara Indonesia dengan dasar konstitusi negara untuk tujuan kemakmuran masyarakatnya. Pembahasan ini bertujuan untuk memahami sistem politik yang meliputi: input politik, sistem dan lingkungan, struktur dan fungsi politik, tipe-tipe sistem politik.

Input-input itu diubah proses-proses yang terjadi dalam sistem itu menjadi output dan selanjutnya output-output ini menimbulkan pengaruh terhadap sistem itu sendiri maupun terhadap lingkungan sistem itu berbeda. Sistem politik mempunyai ciri-ciri tertentu adalah sebagai berikut:

1. ciri-ciri identifikasi, yaitu unit-unit dasar yang berwujud tindakan-tindakan politik yang membentuk peranan politik.

2. input dan output. Sistem politik memiliki konsekuensi yang penting bagi masyarakat, yaitu keputusan yang sah (otoritatif). Konsekuensi ini disebut output.

3. diferensial dalam suatu sistem. Lingkungan memberikan energi untuk mengaktifkan suatu sistem serta informasi tentang arah penggunaan energi dengan cara ini sistem dapat melakukan pekerjaannya.

4. integrasi dalam suatu sistem. Fakta dalam diferensiasi mengatur kekuatan yang selalu berubah yang dapat merusak integrasi sistem.

1. INPUT POLITIK
Input = Tuntutan

Terdapat dua jenis pokok input suatu sistem politik, yaitu tuntutan dan dukungan. Input inilah yang memberikan bahan mentah atau informasi yang harus diproses dalam sistem dan energi yang dibutuhkan untuk kelangsungan sistem. Tuntutan itu timbul sebagai ciri dalam masyarakat dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Sistem ekologi, ekonomi, kebudayaan, kepribadian, struktur sosial, dan demografi adalah kumpulan yang mempengaruhi pembentukan jenis tuntutan yang masuk kedalam sistem politik.
Jenis tuntutan juga berasal dari faktor internal dari sistem politik. Tuntutan dapat berubah menjadi proses pemimpin formal, amandemen UUD, dan sebagainya. Tuntutan memerlukan perhatian khusus sebagai jenis input utama bagi sistem politik yang akan mempengaruhi perilaku suatu sistem dalam berbagai cara. Tuntutan adalah salah satu sumber timbulnya perubahan dalam sistem politik karena perubahan lingkungan akan menyebabkan timbulnya jenis input tuntutan yang baru.

Input = Dukungan 

 Input-input berupa tuntutan saja tidaklah memadai untuk melangsungkan kerja sistem politik. Input tuntutan adalah bahan dasar yang dipakai untuk membuat produk akhir yang disebut keputusan. Tuntutan timbul didalamnya sedangkan keputusan yang dihasilkan. Input ini disebut dukungan (support). Tanpa dukungan, tuntutan tidak akan bisa dipenuhi atau konflik mengenai tujuan tidak akan diselesaikan. Apabila tuntutan ingin ditanggapi anggota system harus mampu memperoleh dukungan dari pihak-pihak lain dalam sisten itu.
Tingkah laku mendukung dapat juga tidak berwujud (batiniah) yang disebut pandangan atau suasana pikiran. Dukungan kedalam sistem politik mengarah pada tiga sasaran, yaitu komunitas, rezim dan pemerintah. Diantara ketiganya terdapat kesatuan sikap, sehingga adanya arah satu jenis dukungan itu merupakan akibat adanya satu atau kedua jenis dukungan lain itu.

Mekanisme Dukungan.
Proses menanamkan rasa terikat pada suatu sistem politik kedalam diri anggota masyarakat yang sudah dewasa termasuk dalam mekanisme dukungan dengan cara politisasi. Bila keterikatan politik itu menjadi berakar sangat kuat atau terlembaga, maka sitem politik itu memiliki legitimasi yang tinggi. Politisasi secara efektif dapat membentuk jalan mewariskan kepada generasi berikut dalam suatu sistem politik 

2. SISTEM DAN LINGKUNGAN
Kesatuan dan keutuhan sistem politik didukung oleh konsep yaitu sistem, struktur, dan fungsi. Sistem sebagai konsep ekologis yang menunjukkan adanya suatu organisasi yang berintegrasi dengan suatu lingkungan, yang mempengaruhi maupun dipengaruhinya. Sistem politik merupakan organisasi melalui masyarakat merumuskan dan berusaha mencappai tujuan-tujuan bersama mereka.
Untuk melakukan berbagai kegiatan, sistem politik mempunyai lembaga-lembaga atau struktur-struktur, seperti parlemen, birokrasi, badan peradilan, dan partai politik yang menjalankan kegiatan-kegiatan atau fungsi-fungsi tertentu, yang selanjutnya system itu merumuskan dan melaksanakan kebijkannya. Konsep itu merupakan komponen konseptual dari suatu pendekatan ekologis terhadap politik.
Secara sederhana menunjukan bahwa suatu sistem politik dikelilingi oleh lingkungan domestic maupun lingkungan internasional, bias mempengaruhi maupun dipengaruhi oleh kedua lingkungan itu.
Dalam sistem politik selain faktor sistem lingkungan juga sangat dipengaruhi oleh faktor sistem filsafat, sistem konstitusi, sistem kependudukan.
3. STRUKTUR DAN FUNGSI POLITIK
Struktur yang umum selalu dimiliki oleh sistem politik meliputi kelompok-kelompok kepentingan, partai politik, badan legislatif, eksekutif, birokrasi, dan badan peradilan. Ada tiga fungsi politik yang meliputi sosialisasi politik, rekrutmen politik, dan komunikasi politik. Keputusan dilaksanakan bila ditentang maka ada proses penghakiman. Penerapan kebijakan disebut “output” dari sisetem politik dan akan mempengaruhi system ekonomi, struktur social, dan kebudayuaan masyarakat domestic melalui perpajakkan, penyediaan jasa, keuntungan atau pengaturan tingkah laku.

Soal dan Tugas
1. Klasifikasilah sistem politik berdasarkan siapa yang memerintah dan cakupan kewenangannya?

2. Bagaimana hubungan kekuasaan dan ekonomi dalam sitem politik otokrasi tradisional?
3. Bagaimana komunisme dan fasisme dalam pelaksanaan sistem politiknya?
Bahan bacaan

1. Budiardjo, Miriam. 1989. Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia

2. Budiardjo, Miriam. 1996. Demokrasi di Indonesia. Jakarta: Gramedia
3. Hutington, Samuel P. 1997. Gelombang Demokratisasi ketiga. Jakarta: Grafiti
4. Sanit, Arbi. 1981. Sitem Politik Indonesia. Jakarta: Rajawali Press
Bahan Ajar 2
Tujuan Instruksional Umum

Setelah mempelajari bahan ajar ini, mahasiswa akan dapat menganalisis dan merespon peran politik dan Kelompok kepentingan
Tujuan Instruksional Khusus

Setelah mengikuti perkuliahan ini mahasiswa diharapkan dapat sebagai berikut:

· mendeskripsikaqn macam-macam peran politik

· Menganalisis sitem kelompok kepentingan politik Indonesia

· Menguraikan perkembangan kelompok kepentingan di Indonesia

· Mengambarkan aliran dan organisasi pergerakan politik dan pengelompokan partai
Materi Pembahasan

BAB II

PERAN POLITIK DAN KELOMPOK KEPENTINGAN
1. Aliran dan Organisasi Pergerakan
· Masalah Partai sebelum merdeka.

· Wadah VOLKSRAD yang tak memadai.

· Kemerdekaan tuntut Kepartaian dan Demokrasi.

Struktur Vertikal Masyarakat:
· Agama landasan kekuasaan rata-rata masa lalu.

· Islam masuk : terdapat Islam – Non Islam, Abangan santri

· Belanda masuk : - Sistim Sekuler, terdapat kristen : Birokrasi dan Kaum Arsitektur + Adat

· Sistim Semua : Agama dan Kakuasaan

· Politik Etnis Belanda Menguntungkan Kaum aristokrat + Adat, melahirkan Kaum Priyayi.

· Masyarakat Terbagi : Organisasi Barat dan Organisasi Timur / Asli

2. Aliran Pergerakan
· Aliran Pergerakan : BU, NU, SDI, MUHAMADIYAH, dll.

· Aliran K: Sunda, Jawa,  Sumatra, dll

· Perubahan Politik : PNI, PARTINDO, dll.

a. Pengorganisasian PARPOL
· 30-10-1945  BP. KNIP  >  Parlemen  >  tanpa pemilu

· Asumsi parpol  > dukung kemerdekaan dan persatuan

· Dasar hukum parpol :  3-11-1945  : Santri : MASYUMI, NU, PSII


Abangan oleh PKI

Priyayi : PNI

· Parpol  > Sikap Politik : - Tradisional ( NU, PNI, dll )

                                   -Moderen : MASYUMI, PARKINDO, Katolik, PKI, PSI, 

· Partai Besar : Pusat Ormas

· Demografi Politik :  -   PNI, NU, PKI :  JATENG, JATIM

·  Masyumi         : JABAR, luar Jawa

· Partai  : Hubungan  Penduduk

· Wakil Panam dalam masyrakat

· GOLKAR  > dapat terwakili seluruh masyarakat Indonesia

· Pola rekrut Partai  :   -   Dari Sub Struktur  > aturan

                                        -   Mutu Kader  > PSI

· Pemilu  1955  : PARTAI PRIMODIAL  (daerah Kalimantan) Menang

- PARTAI Mutu   kalah  (PSII)

-     Peran Idiologi dalam partai terlihat  : -    konflik

-    mempersukar

-    mengukur tingkah

Ideologi Modern berorientasi kepada :

· Aksi dan program > perubahan :

· Kepemimpinan Barakisme menurut WERTHEIM : mengandung sifat otoritas daripada Demokrasi.

· “ Bapakisme “ mempersukar regenerasi

· Fungsi partai, menurut : Beralih kepada Presiden / orang sekitarnya ( ORLA / ORBA ) 
dalam mengambil keputusan politik.

· Kepemimpinan Tertutup : Kurang menerima Pemikir / Pembaharu.

· Kepemimpinan partai terlalu dikaitkan dengan factor  Primodiual dalam masyarakat.

· Tidak seimbang kepemimpinan tipe “ SOLIDARITY MAKER“ yang banyak di parlemen, sedang tipe  “ ADMINISTRATOR “ banyak di cabinet / birokrasi berakibat > cabinet kurang akrab dalam membuat UU

Umumnya partai di Indonesia dibentuk diluar parlemen<, artinya :

· Terorganisir dari Pusat

· Otonomi organisasi partai tidak besar. 

· Rekruitmen melalui keanggotaan langsung ( ranting partai ) dan tidak langsung ( ORMAS ) sebagai penghubung dan anggota.

· Birokrasi berpengaruh dalam masyarakat, banyak partai ingin kuasai birokrasai  > masa Orba dikuasai GOLKAR.

· Hak dan kewajiban partai kurang berkembang.

b. Pengelompokkan Partai 

Masalah pokok kurang wajar kehidupan kepartaian di Indonesia, karena fungsi :

· Sejarah

· Sifat-sifat hubungan balam masyarakat

· Kemempuan berorganisai elite politik

· Sikap terhadap ideology

· Jumlah partai cenderung banyak

· Usaha penyederhanaan selalu datang dari pemerintah

· Sistem pemilu pro[porsial cenderung memperbanyak jumlah partai Oleh sebab itu Pengelompokan partai cenderung banyak.

c. TNI dan PERPOLITIKANNYA
.

· Konsep DWI FUNGSI ABRI dinamai :

· Istilah itu popular pada masa ORBA

· Th 1958 KASAD Nasution mengemu8kakan konsep “ JALAN TENGAH “ artinya TNI bukan profesi militer saja.

· Th.1965 Doktrin TNI UPAYA CAKTI > ABRI sebagai kekuatan sos-politik.

· Dalam perjuangan kemerdekaan militer secara gerilya > Militer dan sipil bercampur.

· Demokrasi LIBERAL MILITER dalam politik terlibat secara individu.

· DEMOKRASI TERPIMPIN > ABRI telah mulai masuk Politik  ( jabatan gubernur, menteri dll ) masih terbatas berpartisipasi dalam politik.

· Masa orba : ABRI mendomisili Politik.

Soal/Tugasan

1. Apa yang dimaksud dengan Politik aliran dalam sistem Politik Indonesia dan kenapa isu ini muncul.

2. Bagaimana peranan TNI dalam Sistem Poltik Indonesia dan latar belakang apa yang menyebabkan TNI memainkan dwifungsinya dalam politik.

3. Apa latar belakang sejarah terjadi pengelompokan partai politik  

Bahan bacaan

1.   Budiardjo, Miriam. 1989. Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia

2. Budiardjo, Miriam. 1996. Demokrasi di Indonesia. Jakarta: Gramedia
3. Hutington, Samuel P. 1997. Gelombang Demokratisasi ketiga. Jakarta: Grafiti
4. Sanit, arbi. 1981. Sitem Politik Indonesia. Jakarta: Rajawali Press
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Tujuan Instruksional Umum

Setelah mempelajari bahan ajar ini, mahasiswa akan dapat menganalisis dan merespon peran badan politik dan aliran kepentingan

Tujuan Instruksional Khusus

Setelah mengikuti perkuliahan ini mahasiswa diharapkan dapat sebagai berikut:

· Mendeskripsikaqn macam-macam peran badan legislatif, eksekutif dan yudikatif

· Menganalisis sitem kerja dalam politik Indonesia

· Menguraikan perkembangannya dalam  kepentingan politi di Indonesia

· Mengambarkan aliran dan ideologi politik yang mempengaruhinya

Materi Pembahasan

Bab III

Badan Legislatif Dalam Kekuasaan Politik

Pendahuluan

Badan legislatif adalah lembaga yang “legislative” atau membuat undang-undang. Anggota-anggotanya dianggap mewakili rakyat: maka dari itu badan ini sering dinamakan Dewan Perwakilan Rakyat: nama lain yang sering dipakai ialah Parlemen.

Menurut teori yang berlaku, maka rakyatlah yang berdaulat: rakyat yang berdaulat ini mempunyai suatu kemauan (yang oleh Prousseau disebut Polente generale atau general will). Dewan perwakilan rakyat dianggap merumuskan kemauan rakyat atau kemauan umum ini dengan jalan menentukan kebijaksanaan umum (Public Policy) yang mengikat seluruh rakyat. Undang-undang yang dibuatnya mencerminkan kebijaksanaan itu. Dapat dikatakan bahwa ia merupakan badan yang membuat keputusan yang menyangkut kepentingan umum.

Dewan perwakilan rakyat dinegara demokratis disusun sedemikian rupa sehingga ia mewakili mayoritas dari rakyat dan pemerintah bertanggungjawab kepadanya. Untuk meminjam perumusan C. F. Strong “demokrasi adalah suatu system pemerintahan dalam mayoritas anggota dewasa dari masyarakat politik ikut serta atas dasar system perwakilan yang menjamin bahwa pemerintah akhirnya mempertanggungjawabkan tindakan-tindakannya kepada mayoritas itu”. Atau dengan perkataan lain, negara demokratis didasari oleh system perwakilan demokratis yang menjamin kedaulatan rakyat.
1. Sistem-sistem Pemilihan
Dalam ilmu politik dikenal bermacam-macam sitem pemilihan umum, akan tetapi umumnya berkisar pada dua prinsip pokok yaitu:
a. Singgle-member constituency (satu daerah pemilihan memilih satu wakil yang disebut Sistem Distrik). System ini mempunyai kelemahan-kelemahan yaitu: System ini kurang memperhitungkan adanya partai-partai kecil dan golongan minoritas apalagi jika golongan ini terpencar dalam beberapa distrik, system ini kurang representative dalam arti bahwa calon yang kalah dalam suatu distrik kehilangan suara-suara yang telah mendukungnya.

b.  Multy-member constituency (satu daerah pemilihan memilih beberapa wakil yang disebut Sistem Perwakilan Berimbang). System ini mempunyai kelemahan sebagai berikut:
· System ini mempermudah fregmentasi partai dan timbulnya partai-partai baru.
· Wakil yang terpilih merasa dirinya lebih terikat kepada partai dan kurang merasakan loyalitas kepada daerah yang telah memilihnya
· Banyaknya partai mempersulit terbentuknya pemerintah yang stabil, oleh karena umumnya harus mendasarkan diri atas koalisi dari dua partai atau lebih
2. Fungsi Badan Legislatif
Diantara fungsi badan legislative yang penting adalah:

1. Menentukan policy dan membuat undang-undang

2. Mengontrol badan eksekutif dalam arti menjaga supaya semua tindakan badan eksekutif sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan

3. Badan Legislatif di Indonesia
Kita telah mengenal delapan badan legislative di Indonesia yaitu:

1. Volksraad 1918-1842

2. Komite nasional Indonesia 1945-1949

3. DPR dan Senat Republik Indonesia Serikat 1949-1950

4. DPR sementara 1950-1956

5. DPR (hasil pemilihan umum 1955): 1956-1959 dan DPR peralihan 1959-1960

6. DPR/gotong royang/ demokrasi terpimpin 1960-1966

7. DPR/gotong royang/ demokrasi pancasila 1966-1971

8. DPR (hasil pemilihan umum 1971): 1971 sampai seterusnya

4. Fungsi Majelis Permusyawaratan Rakyat

1. Majelis sebagai pemegang kekuasaan negara tertinggi atau pemegang kedaulatan rakyat.

2. Majelis untuk membuat ketetapan yang sifatnya legislative dalam arti merupakan peraturan perundang-unda
ngan.

3. Majelis untuk membuat ketetapan yang sifatnya non legislative

4. mencabut mandat dan memberhentikan presiden apabila sungguh-sungguh melanggar Garis-garis Besar Haluan Negara, mengatur tata tertib majelis, menafsirkan undang-undang dasar dan Garis-garis Besar Haluan Negara.

5. Sidang-sidang Majelis

Jenis sidang paripurna majelis ada dua macam yaitu:

1. Sidang umum, sidang yang diadakan pada permulaan masa jabatan keanggotaan majelis

2. Sidang istimewa, sidang yang diadakan diluar sidang umum

6. Cara Pengambilan Keputusan

Cara pengambilan keputusan dan putusan-putusan majelis yaitu, menurut pasal-pasal undang-undang dasar adalah dengan persetujuan suara terbanyak. Dalam praktek yang berlaku adalah system musyawarah untuk mencapai mufakat yang ditafsirkan dari sila keempat dalam pembukaan undang-undang dasar. System musyawarah untuk mufakat yang berlaku pada majelis selama ini juga berbeda menurut jamannya.

Putusanputusan majelis juga berbeda selama ini tergantung pada jamannya, ada yang disebut ketetapan, keputusan, resolusi, nota dan sebagainya. Tetapi dalam majelis hasil pemilihan umum tahun 1971 hanya dikenal 2 putusan yaitu ketetapan dan keputusan.

7. Sejarah Perkembangan Majelis Permusyawaratan Rakyat

Sejak dibentuk telah dikenal tiga periode Majelis Permusyawaratan Rakyat di Indonesia yaitu:

1. MPR (S) Demokrasi Terpimpin, 1960-1965

2. MPR (S) Demokrasi Pancasila, 1966-1971

3. MPR hasil pemilihan umum, 1972 sampai sekarang

Bab IV

Badan Eksekutif Dalam Kekuasaan Politik

Pendahuluan

Kekuasaan eksekutif biasanya dipegang oleh badan eksekutif. Di negara-negara demokrasi badan eksekutif biasanya terdiri dari kepala negara. Badan eksekutif dalam arti luas juga mencakup para pegawai negri sipil dan militer.
Tugas badan eksekutif menurut tafsiran tradisional azas trias politika hanya melaksanakan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh badan legislative serta menyelenggarakan undang-undang yang dibuat oleh badan legislative. Tapi dalam pelaksanaannya badan eksekutif leluasa sekali ruang geraknya. Dalam menjalankan tugasnya badan eksekutif ditunjang oleh tenaga kerja yang termpil dan ahli serta persediaan bermacam-macam fasilitas dan alat-alat kementrian

1. Wewenang Badan Eksekutif

Kekuasaan badan eksekutif mencakup beberapa bidang yaitu:

a. Diplomatik
: menyelenggarakan hubungan diplomatic dengan negara-negara lain
b. Administratif
: melaksanakan undang-undang serta peraturan lain dan menyelenggarakan    administrative negara
c. Militer
: mengatur angkatan bersenjata, menyelenggarakan perang serta keamanan    dan pertahanan negara
d. Yudikatif
: memberi grasi, amnesty dan sebagainya

e. Legislatif
: merencanakan rancangan undang-undang dan membimbingannya dalam badan perwakilan rakyat sampai menjadi undang-undang.

2. Beberapa Macam Badan Eksekutif

Ada dua macam badab eksekutif yaitu, menurut system parlementer dan system presidential. Dalam mengadakan pengelompokan ini hendaknya setiap kelompok terdapat beberapa variasi seperti:

1. system parlementer dengan Parliamentary Executive 

2. system presidential dengan Fixed Executive atau Non Parliamentary Executive
3. Badan Eksekutif di Indonesia

Dalam masa pra-demokrasi terpimpin yaitu, November 1945 sapai Juni 1959 badan eksekutif yang terdiri dari presiden serta wakil presiden sebagai bagian dari badan eksekutif yang tak dapat diganggu-gugat, dan mentri-mentri yang dipimpin oleh seorang perdana mentri yang bekerja atas dasar azas tanggung jawab mentri. Cabinet merupakan kabonet parlementer yang mencerminkan konstelasi politik dalam badan perwakilan rakyat.

Bulan Juni 1959 Undang-undang Dasar 1945 barlaku kembali menurut ketentuan undang-undang dasar itu badan eksekutif terdiri dari seorang presiden, seorang wakil presiden serta mentri-mentri. Mentri membantu presiden dan diangkat serta diberhentikan olehnya. Presiden dan wakil presiden dipilih oleh MPR dan presiden merupakan “Mandataris” dari MPR. Dia bertanggungjawab kepada MPR dan kedudukannya untergeordnet kepada MPR.

Presiden memegang kekuasaan pemerintah selama lima tahun yang hanya dibatasi oleh peraturan-peraturan dalam undang-undang dasar. Selama masa itu presiden tidak boleh dijatuhkan oleh DPR; sebaliknya presiden tidak mempunyai wewenang untuk membubarkan DPR.

Presiden memerlukan persetujuan dari DPR untuk membentuk undang-undang dan untuk menyatakan perang, membuat perdamaian dengan negara lain. Presiden dalam keadaan yang memaksa, menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang maka peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan DPR.

Bab V

Badan Yudikatif Dalam Sistem Politik Indonesia

Pendahuluan

Badan Yudikatif dalam Negara-negara Demokratis : Sistem Common Law dan Sistem Civil Law  ( Hukum Perdata Umum ).
Sehubungan dengan pembicaraan mengenai kekuasaan yudikatif,maka dalam hal ini kita perlu membicarakan dua sistim hukum yang  berbrda yaitu : Sistim Common Law dan Sistim Civil Law ( Hukum Perdata Umum ).

Sistim Common Law terdapat di negara-negara Anglo Saxon dan memulai pertumbuhannya di Inggris pada Abad Pertengahan. Sistim ini berdasarkan prinsip bvahwa disamping undang-undang yang dibuat oleh parlemen ( yang dinamakan statute law ) masih terdapat peraturan-peraturan lain yang merupakan Common Law. Common Law ini bukan berupa aturan-aturan yang telah dikodifisir ( dimasukkan dalam suatu Kitab Undang-Undang seperti Code Civil ), tetapi merupakan kumpulan keputusan yang dalam jaman yang lalu telah dirumuskan oleh hakim. Jadi, sesungguhnya hakim juga turut menciptakan hukum dengan keputusannya itu. Inilah yang dinamakan case law ataupun judge-made law ( hukum buatan hakim ).
Menurut C.F STRONG prinsip judge made didasarkan atas presedent yaitu keputusan –keputusan para hakim yang tyerdahulu mengikat hakim-hakim berikutnya dalam perkara yang serupa,biarpun variasi dari keputusan-keputasan ini tergantung pula pada waktu. Jadi, keputusan yang terdahulu itu sesungguhnya hanyalah berlaku sebagai pedoman.

Azas case law ini adalah karateristik penting yang kuta jumpai dalam ngara-negara dengan sistim Common Law, karena dalam negara-negara ytersebut tidak tidak ada kodifikasi hukum dalam undang-undang.

1. Badan Yudikatif di Negara Komunis
Pandangan orang komunis terhadap peranan dan wewenag badan Yudikatif berdasarkan suatu konswp yang dinamakan Soviet Legality. Anggapan ini erat hubungasnnya dengan tahap-tahap perkembangan komunisme di Uni Soviet melalui suatu masa revolusi sampai dengan tercapainya Negara Sosialis. Realisasi dari sosialisme ini merupakan unsure yang paling menentukan dalam kehidupan kenegaraan serta menentukan pula peranan hukum didalamnya. Dikatakan bahwa  “ socialist legality “ secara aktif memajukan masyarakat Sovirt ke arah komunisme dan karenanya segala aktifitas erta semua alat kenegaraan termasuk penyelenggaraan hukum dan wewenang badan yudikatif merupakan prasarana untuk meperlancar perkembangan kearah komunisme.

Hak azasi pun ddilihat dalam rangka yang sama dan fungsi badan yudikatif tidak dimaksud untuk melindungi kebebasan individu dari tindakan sewenang-wenag pemerintah. Menuruit taksiran H. Friedmann dalam bahannya Legal Theory hak-hak azasui Uni Soviet dilindungi sejauh tidak diselenggaraakan secara bertentangan dengan tujuan sosial dan ekonomi.

2. Kebebasan Badan Yudikatif
Dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia khususnya sistim hukum perdata hingga kini masih terdapat dualisme yaitu :

1.
Sistem Hukum Adat yaitu suatu tata hukum yang bercorak asli Indonesia dan umumnya tidak tertulis.

2.
Sistem Hukum Eropa Barat ( Belanda ) yang bercorak koide-kode Perancis jaman Napoleon yang dipengaruhi oleh hukum Romawi.

Disamping itu dalam masa demokrasi terepimpin telah terjadi penyelewengan lain yang juga bertentangan dfengan azas kebebasan badan yudikatif, yaitu memberi status menteri kepada Ketua Mahkamah Agung. Dengan demikian jabatan ketua mahkamah agung yang sebenarnya merupakan jabatan yang terpisah dari Badan Eksekutif, menjadi bagian dari badan Eksekutif pula, disamping merupakan bagian dari badan Yudikatif. Dalam masa orde baru keadaan ini segera dikoreksi dan Ketua Mahkamah Agung tidak lagi menjadi menteri atau pembantu Presiden.

Pasal 26 yang mengatur Hak Mahkamah Agung untuk menguji dan menyatakan tidak sah semua peraturan perundangan dari tingkat y6ang lebih rendah dari tingkat Undang-Undang, tanpa pasal iitu menyebut wewenang menyatakan tidak sah Undang-Undang,maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pedoman kita dalam hal ini adalah sesuai dengan jiwa pasal 130 Undang-Undang Dasar R.I.S dan pasal 95 Undang-Undang Dasar 1950 bahwa “ Undang-undang tidak dapat diganggu gugat “.

Penjelasan mengenai pasal 26 menetapkan bahwa hanya Undang-Undang Dasar atau Ketetapan MPR(S) dapat memberi ketentuan apakah mahkamah agung mempunyai hak menguji Undang-Undang atau tidak. Perumusannya adalah sebagai berikut : Dalam negara kesatuan Republik Indonesia hak menguji Undang-Undang dan peraturan pelaksanaan Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar sebagai fungsi pokok tidak terdapat pada Mahkamah Agung. Oleh karena itu Undang-Undang Dasar 1945 tidak mengaturnya maka tidak dengan sendirinya hak menguji Undang-Undang tUndang-Undang Dasar oleh Mahkamah Agung dapat diletakkan dalam Undang-Undang ini.

Hak menguji tersebut apabila hendak diberikan kepada Mahkamah Agung seharuysnya merupakan ketentuan Konstitusional demikian pula MPR(S) yang dapat mengaturnya sebagai suatu perwujudan dari hubungan hukum antara alat perlengkapan negara yang ada dalamk negara, berarti bahwa undang-Undang ini tidak dapat memberikan kepada Mahkamah Agung kewenagannya hak menguji,apalagi secara materiil Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. Hanya Undang-Undang Dasar ataupun ketetapan MPR (S) dapat memberikan ketentuan.

Soal/Tugasan

1. Bagaimana fungsi dan peran lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif

2. Sebutkan dan uraikan wewenang dan macam-macam badan eksekutif
3.   Bagaimana kedudukan dan kebebasan badan yudikatif di Indonesia.
Bahan Bacaan

Budiardjo, Miriam. 1989. Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia

Budiardjo, Miriam. 1996. Demokrasi di Indonesia. Jakarta: Gramedia
Hutington, Samuel P. 1997. Gelombang Demokratisasi ketiga. Jakarta: Grafiti
Sanit, Arbi. 1981. Sitem Politik Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers
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Tujuan Instruksional Umum

Setelah mempelajari bahan ajar ini, mahasiswa akan dapat menganalisis dan merespon peran media massa dalam  politik dan aliran kepentingan

Tujuan Instruksional Khusus

Setelah mengikuti perkuliahan ini mahasiswa diharapkan dapat sebagai berikut:

· mendeskripsikaqn macam-macam peran media massa dalam politik

· Menganalisis sitem kerja dalam politik Indonesia

· Menguraikan perkembangannya dalam  kepentingan politi di Indonesia

· Mengambarkan aliran dan ideologi politik yang mempengaruhi media massa

· Menguraikan sistem dan teori media massa

Materi Pembahasan

BAB. VI

Peranan media massa
Pendahuluan
Ditengah sengitnya persaingan memperebutkan uang pengiklan dan perhatian publik, media massa telah mengembangkan dan berbagi sejumlah peran sebagai media informasi, radio dan televise unggul dalam menyampaikan berita secara dini yang dilengkapi dengan ulasan penjela. Kalau media siaran memberi perhatian pada suatu peristiwa biasanya waktu dan perhatian untuk peristiwa lain berkurang. Celah inilah yang kemudian diisi oleh Koran. Sering kali Koran memberitakan banyak hal sehingga kedalamannyapun terbatas. Celah inilah yang kemudian diisin oleh majalah. Majalah sengaja meliput sesuatu yang diberitakan oleh media siaran secara lebih panjang lebar.
Seseorang yang tertarik untuk mengetahui lebih banyak tentang sesuatu yang diberitakan di televisi akan mencarinya di majalah. Jika ia ingin lebih mendalaminya, ia akan mencari bahannya, atau film documenternya. Hal ini juga menandakan bahwa peran media massa sebagai penafsir informasi sama pentingnya dengan perannya sebagai penyampai informasi.

Media tidak selama berbagi peran secara jelas, dan ada kalanya mereka tidak cuma melakukan sesuatu yang menjadi bidang keunggulannya. Media siaran mampu menyampaikan suatu informasi dengan cepat, namun ia tidak dapat menguraikan segala aspeknya secara lengkap dan mendalam. Koran cukup mendalam dalam mengulas suatu berita, namun ada kalanya ia mengabaikan berita atau aspek tertentu suatu berita yang bagi sebagian orang lebih penting.

Majalah, bahan dan film documenter dapat mengisi kekurangan ini. Namun faktanya, tiap media acapkali mencoba melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak ia kuasai, bahkan terkadang dengan mengorbankan kelebihannya. Padahal tiap jenis media mempunyai kelebihan sendiri dalam menyampaikan dan menafsirkan informasi

Teori Sistem Media Massa
Teori sistem Media Massa telah diangkat untuk memandu kajian ini. Berbagai teori sistem telah dibentuk dan tokok tambah sejak 1956 oleh Siebert et al., dan McQuail 1983. Kesemua teori tersebut menjadi inspirasi di dalam kajian ini.
Aliran pemikiran teori akhbar Siebert et al. menyebutkan empat bentuk teori akhbar yang berkembang iaitu: teori akhbar autoriter, libertarian, tanggungjawab sosial, dan teori akhbar komunis. Pada tahun 1956, muncul konsep empat bentuk teori ini dalam rangka untuk menjelaskan perkembangan dan keadaan akhbar di dunia saat itu, yang secara singkat akan dihuraikan empat model teori akhbar yang dikemukakan Siebert et al, dan juga model akhbar yang dikemukakan McQuail. Model akhbar tersebut iaitu autoritarian, libertarian, tanggungjawab sosial, komunis Soviet, media pembangunan dan media penyertaan demokratik.

Autoritarian 

Dikembangkan di England pada abad 16 dan 17, diterima dan diamalkan secara meluas; berlandaskan falsafah kuasa mutlak, kerajaan ahli atau kedua-duanya sekali. Antara matlamat adalah untuk membantu perlaksanaan polisi kerajaan dan memberi perkhidmatan kepada negara. Mereka yang berhak menggunakan media iaitu sesiapa sahaja yang mendapat kebenaran diraja atau kelulusan seumpama itu; dikawal oleh kelulusan kerajaan, syarikat sekerja, pelesenan, kadangkala penapisan; halangannya ialah jentera kritikan politik dan pihak berkuasa; hak milik persedirian atau awam. Ia adalah alat yang memberi kesan kepada polisi kerajaan walaupun tidak dipunyai oleh kerajaan. 

Teori akhbar autoritarian, penyebutan teori akhbar autoriter sebagai yang pertama, bukanlah tanpa alasan. Model ini yang memang pertama muncul dalam sejarah kehidupan akhbar, dan berkaitan dengan pandangan falsafah tentang hakikat negara dan masyarakat. Empat asas pemikiran tentang sistem akhbar autoriter, berkaitan dengan hakikat manusia; hakikat masyarakat dan negara; hubungan manusia dengan negara; dan masalah asas falsafah, tentang pengetahuan dan kebenaran. Dalam teori ini bahawa di dalam dan melalui negara, manusia mencapai tujuannya; tanpa negara, manusia tetap menjadi makhluk yang tidak berguna.


Pemikiran tersebut dilandasi oleh pandangan ahli falsafah Yunani kuno, Plato, yang mengidealkan negara yang dipimpin oleh sekelompok orang arif bijaksana. Hubungan antara pengelola penerbitan, atau akhbar, dengan negara pada saat itu ada dalam kerangka yang demikian. Bahkan pada masa awal diketemukan mesin cetak, gereja memonopolinya pada abad pertengahan, baru kemudian ada pemberian paten untuk memiliki mesin cetak kepada beberapa kelompok eksklusif saja, seperti yang terjadi di England pada abad ke-16.

Libertarian

Diterima oleh England selepas 1688 dan di Amerika Syarikat. Ianya berpengaruh di mana-mana dan terbentuk daripada tulisan Milton, Locke, Mill dan ahli-ahli falsafah rasional dan hak asasi manusia. Matlamatnya ialah untuk memberitahu, menghibur, menjual, tetapi tujuan asasnya adalah untuk membantu pencarian kebenaran, memeriksa kerajaan. Mereka yang berhak menggunakan adalah sesiapa sahaja yang berkemampuan dari segi ekonomi. Media dikawal melalui proses membetul diri sendiri di tempat penyebaran idea yang bebas dan melalui mahkamah. Halangan yang ditekan ialah fitnah, lucah, tidak senonoh, hasutan sewaktu perang. Ia juga menjadi alat untuk memeriksa kerajaan dan keperluan masyarakat.

Teori akhbar libertarian, sebagai teori kedua muncul mengungkapkan pandangan yang sudah berkembang sebelum ini. Dalam menjawab soalan yang sama, maka tekanan yang sebelumnya pada konsep negara, kini beralih kepada individu dan masyarakat. Rasionalitas yang menjadi semangat pada masa abad ke- 17 dan 18, melahirkan pemikiran-pemikiran tentang demokrasi. Fungsi utama masyarakat adalah untuk memajukan kepentingan anggotanya, dan fahaman ini mempersoalkan posisi negara sebagai ekspresi manusia tertinggi.

Pada era libertarian maka pemerintah dianggap sebagai musuh utama dari kebebasan, tetapi pergeseran pengertian terhadap fungsi pemerintah dalam teori ini melihat bahawa pemerintah tidak hanya harus membenarkan adanya kebebasan, tetapi juga harus mempromosikannya. Namun salah satu fungsi pemerintah adalah menjaga ketertiban dan keselamatan orang perseorangan, oleh kerananya tidak lagi tepat untuk suatu pelaksanaan kebebasan semaunya dalam masyarakat moden. Bersama dengan masyarakat, pemerintah adalah badan yang cukup kuat untuk menjamin bahawa kebebasan akhbar dapat dijalankan dengan efektif, sambil ia melindungi kebebasan warga negaranya.

Tanggungjawab Sosial

Bermula di Amerika Syarikat pada abad 20, hasil daripada tulisan W.E. Hocking, Suruhanjaya Kebebasan Akhbar dan pengamal serta, kod media. Hanya bertujuan untuk memberitahu, menghibur, menjual. Tetapi tujuan asasnya adalah untuk mengemukakan konflik ke meja perundingan. Setiap orang mempunyai sesuatu untuk diperkatakan umpamanya pendapat masyarakat, tindakan pengguna dan etika profesional; pencabulan, hak persendirian dan minat sosial. Pemilikan adalah persendirian kecuali kerajaan terpaksa mengambil alih untuk melindungi perkhidmatan awam. Di bawah sistem ini media harus mengandaikan kewajipan dan tanggungjawab sosial dan jika mereka tidak melakukannya, seseorang harus menentukan supaya ia dilaksanakan.

Teori tanggungjawab sosial, merupakan pengembangan dari teori akhbar libertarian, dan teori ini muncul dari keprihatinan yang dibawakan oleh suruhanjaya kekebasan akhbar. Teori ini lahir salah satunya kerana revolusi teknologi dan industri yang merubah wajah dan cara hidup bangsa Amerika yang turut mempengaruhi akhbar. Yang perlu dilihat dalam teori tanggungjawab sosial adalah bagaimana hubungan antara akhbar dan pemerintah dipahami. 

Komunis Soviet

Dikembangkan di Soviet Union walaupun sebahagiannya dilakukan oleh pihak Nazi. Daripada hasil pemikiran Marxis-Leninis-Stalinis dengan campuran Hegel dan pemikiran Rusia. Matlamatnya untuk menyumbangkan ke arah kejayaan dan menyambung sistem sosialis Soviet terutama diktator parti. Yang berhak menggunakan media ialah ahli parti yang setia dan ortodoks. Media dikawal oleh tindakan kawalan ekonomi dan politik kerajaan. Halangannya ialah larangan kritikan terhadap objektif parti yang dikenalpasti daripada taktik-taktik. Hakmilik daripada awam. Perbezaannya dengan sistem lain ialah ia kepunyaan negara dan media dikawal sebagai jentera kerajaan.


Teori akhbar komunis Soviet, bertunjangkan pemikirannya pada pandangan Karl Marx, dan dikembangkan oleh Stalin dan Lenin. Akhbar dan negara komunis, mempunyai tugas untuk memperjuangkan kepentingan partai,  dan dengan demikian unsur autoriter menjadi dominan dan polemik idea jarang diutarakan dalam sistem akhbar.

Media Pembangunan

Diterima di negara membangun. Terbentuk hasil daripada pemikiran sosialis dan prinsip-prinsip pembangunan. Matlamatnya ialah media dapat menerima dan melaksanakan tugas pembangunan positif sejalan dengan kebijaksanaan yang ditetapkan secara nasional, kebebasan media dapat dibatasi selaras dengan keutamaan  ekonomi dan keperluan pembangunan masyarakat. Media perlu mengutamakan isinya kepada isu kebudayaan dan bahasa nasional. Media juga dikehendaki mengutamakan berita informasi daripada negara sedang membangun yang mempunyai kaitan erat secara geografi, kebudayaan atau politik. Para wartawan dan karyawan media lainnya mempunyai tanggungjawab serta kebebasan dalam tugas mengumpulkan informasi dan penyebarluaskannya, bagi kepentingan tujuan pembangunan. Negara memiliki hak untuk campur tangan dalam, atau membatasi, pengoperasian media serta saranan penapisan, subsidi, dan pengendalian langsung yang dibenarkan.

Media Penyertaan Demokratik

Dikembangkan daripada negara membangun.Terbentuk daripada hasil pemikiran masyarakat lokal yang perlukan media kendiri. Matlamatnya, untuk warganegara secara individu dan kelompok minoriti memiliki hak pemanfaatan media (hak untuk berkomunikasi) dan hak untuk dilayani oleh media sesuai dengan keinginan yang mereka tentukan sendiri. Organisasi dan isi media semestinya tidak tunduk pada kawalan politik yang dipusatkan atau kawalan birokrasi negara. Media semestinya wujud terutama untuk audiennya dan bukan untuk organisasi media. Para pakar atau pelanggan media, kelompok, organisasi, dan masyarakat lokal semestinya memiliki media sendiri, bentuk media yang berskala besar, satu arah, dan diprofesionalkan. Hasrat sosial tertentu yang berhubungan dengan media massa tidak cukup hanya diungkapkan melalui tuntutan individu, tidak juga melalui negara dan berbagai lembaga utamanya kerana komunikasi terlalu penting untuk diabaikan oleh para pakar. 


McQuail (1987:111-112), menganggap usaha dalam memberi kenyataan perbandingan teori-teori akhbar yang utama oleh Siebert et al. masih menjadi sumber utama dan titik rujukan bagi kerja-kerja seperti ini. Selain empat teori itu, McQuail menyebut dua jenis yang lain, iaitu Teori Media Pembangunan dan Teori Penyertaan Demokratik Media sebagai menghayati perkembangan pemikiran yang lebih mutakhir. McQuail berpendapat ada kemungkinan “empat teori“ asal masih mencukupi untuk mengelaskan sistem media, tetapi sebagaimana yang disedari oleh pengarang-pengarang asal, biasanya sistem media sebenar dicirikan oleh prinsip falsafah yang beralternatif, meskipun tidak tekal. Oleh yang demikian, menurut McQuail (1987:111-123), adalah tidak salah untuk menambah teori kepada set yang asal, sekalipun jika teori-teori ini kini menjadi sebahagian daripada prinsip dasar media dan amalan semasa.

Sebagaimana yang dapat difahami daripada perbincangan di atas, adalah sukar untuk memastikan teori yang mana betul-betul sesuai daripada teori itu untuk melihat sistem media bagi sesebuah negara di dunia, khasnya pada negara-negara membangun. Disamping itu juga, untuk membandingkan salah satu dari beberapa model teori akhbar yang ada, dan dikaitkan dengan situasi di Indonesia, merupakan satu cabaran baru dan perlu berhati-hati dalam melihat model mana yang sebenarnya berkembang di Indonesia.

Soal/Tugasan

1. Uraikan apa itu teori sistem media massa dan sebutkan satu persatu

2. Teori media masa yang bagaimana mana diterapkan di Indonesia

3. Bagaimana hubungan pemerintah dengan media massa di Indonesia.

Bahan Bacaan
Crouch, H. 1986. Militer dan Politik di Indonesia. Jakarta: PT. Sinar Harapan

McQuail,Dennis. 1983. Mass Communivation theory: an introduction. London. Sage publication

Siebert et.al. 1956. Four theories of the press. Urbana: University of Illinois Press.

Bahan Ajar 5

Tujuan Instruksional Umum

Setelah mempelajari bahan ajar ini, mahasiswa akan dapat menganalisis dan merespon orientasi politik dan aliran kepentingan di Indonesia
Tujuan Instruksional Khusus

Setelah mengikuti perkuliahan ini mahasiswa diharapkan dapat sebagai berikut:

· Mendeskripsikaqn macam-macam orientasi politik

· Menganalisis sitem kerja dalam politik Indonesia

· Menguraikan perkembangannya dalam  kepentingan politik di Indonesia

· Mengambarkan aliran dan ideologi politik yang mempengaruhi orientasi politik Indonesia
Materi Pembahasan

Bab VII

Orientasi Politik di Indonesia
Orientasi pada status Quo cenderung mempertahankan struktur kekuatan yang ada dan menyempurnakan apa yang relatif sudah baik. Hal ini menciptakan pertumbuhan yang ”Ip-sided”.Orang yang berorentasi demikian hanya memberikan perhatian pada usaha mempertahankan posisi dan kekuatan mereka yang sudah kuat dan kaya, intelektual kota,dan pimpinan lain. Perhatian sedikit sekali di berikan pada rakyat kecil, orang yang lemah, massa yang tak terdidik, petani kecil, gelandangan kota, buruh, buta huruf, guru yang miskin, dan sebagainya. Sering orang mengatakan bahwa pemeliharaan status quo bukannya terutama ditujukan kepada stbilitas, melainkan untuk melindungi yang kuat atau besar pengaruhnya, yang kaya, dan yang berpendidikan tinggi.

Akan tetapi, orientasi pada mobilitas mendorong orang memberi perhatian pada hambatan bagi kemajuan atau perbaikan nasib rakyat kecil. Pengungkapan publik hanya terbatas pada kritik kepada pemerintah, dengan memakai isu-isu keadilan sosial sebagi alat persaingan elite. Sedangkan rakyat kecil tidak memperbaiki nasib secara riil. Baru dapat dirasakan apabila telah dapat memberikan alokasi sumber daya perbaikan rakyat kecil. Perbaikan kepada rakyat kecil dipakai sebagai ukuran pemikiran yang berorientasi pada mobilitas.

Orientasi pada status quo memakai orientasi  pada pusat sebagai titik tolak pengukuran. Pemerintah nasional secara tradisional selalu mengutamakan pemupukan kesatuan nasional,terdapat usaha mengarahkan pemerintah daerah untuk memberi perhatian lebih banyak pada masalah nasional. Maka kita ingin mengetahui apakah perubahan kearah otonomi daerah akan mendapat perbaikan kehidupan masyarakat didaerah. Suatu hal yang perlu mendapat kajian apabila benar-benar pemerintah akan memberikan otonomi kepada daerah demi perbaikan nasib rakyat seluruh negara.
Politik pembangunan nasional selama ini masih didominasi orientasi politik pembangunan yang bervisi negara daratan, sementara Tanah Air kita mempunyai luas lautan 5,8 juta km persegi. Pemilu 2004 merupakan momen tepat untuk mengubah orientasi ke politik pembangunan negara kepulauan yang bersinergi dan terintegrasi dengan sumber daya daratan. Orientasi ini seharusnya disuarakan partai-partai politik peserta Pemilu 2004 yang sekarang sedang berkampanye dan juga nantinya kampanye calon-calon presiden (capres).

Latar belakang perubahan orientasi ini dapat ditinjau dari beberapa perspektif. Pertama, secara historis, kemajuan sektor kelautan pada abad 15-17 dikarenakan pendekatan politik saat itu dibangun atas kondisi empirik bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan. Saat itu kelautan khususnya transportasi laut berperan penting dalam perdagangan internasional dan interseluler yang ditandai oleh berkembangnya bandar-bandar besar seperti Sunda Kelapa, Banten, Gresik dan Makassar. Bandar-bandar tersebut menjadi pusat persinggahan saudagar-saudagar Arab, Cina, India dan Eropa. Puncak kejayaannya terjadi pada zaman keemasan kerajaan Islam pesisir (Demak, Samudera Pasai, Gowa, Banten) yang tangguh secara ekonomi, politik dan pertahanan serta keamanan dilaut.

Kedua, Indonesia dikenal sebagai sebuah negara kepulauan bukan negara daratan. Perjuangan untuk menjadi negara kepulauan dimulai sejak Deklarasi Juanda 13 Desember 1957 sampai akhirnya dikukuhkan oleh komunitas internasional pada tahun 1982 ketika PBB mengeluarkan United Nation Convention Law of Sea (UNCLOS) 1982. Pencitraan Indonesia sebagai negara agraris sebenarnya kurang tepat, karena mengandung unsur politik kooptasi dan hegemoni penguasa yang bermaksud mengekang hak-hak politik dan ekonomi rakyat. 
Dengan demikinan memudahkan penguasa mengendalikan dan mempertahankan kekuasaannya, karena manakala ”urusan pemenuhan pangan pokok” sudah beres, maka rakyat tidak mungkin berbuat macam-macam. Karena itu komoditi beras kerap disebut sebagai komoditi politik.
Ketiga, kelautan secara defenitif adalah sektor pembangunan yang mencakup sumber daya yang dapat diperbaharui maupun tak dapat diperbaharui termasuk sektor hulu dan hilirnya (jasa-jasa pendukungnya). Yang tak dapat diperbaharui antara lain pertambangan laut dan mineral. Sedangkan yang dapat diperbaharui: perikanan, hutan mangrove, terumbu karang, dan padang lamun.
Juga dapat diperbaharui hulu dan hilirnya seperti kepelabuhanan, transportasi laut, industri maritim, industri pertahanan, perdagangan antarpulau, pariwisata bahari dan industri perikanan. Serta pendukungnya seperti pertahanan dan keamanan, dan kelembagaan (aspek hukum). Begitu kompleksnya sektor ini dalam implementasi kebijakannya, sehingga memerlukan keterkaitan dan sinergi antar-institusi negara yang terlibat didalamnya.

Wawasan Nusantara Keempat, secara sosio-antropologis, masyarakat pesisir merupakan masyarakat heterogen yang memiliki karakteristik berbeda dengan masyarakat pedalaman. Masyarakat pesisir lebih dinamis, terbuka, berjiwa enterpreneurship dan lebih demokratis, ketimbang masyarakat pedalaman yang tertutup, statis dan menerima apa adanya. Umpamanya, nelayan mempunyai karakteristik yang berbeda dengan petani. Seseorang dikatakan ”petani” apabila memiliki lahan (tanah) yang merupakan aset untuk melakukan proses produksi melalui bertani/budidaya.
Sedangkan, seseorang dikatakan ”nelayan” sukar untuk diidentifikasi karena tidak jelas apa aset yang dimilikinya dalam proses produksi? Apakah dia memiliki kapal motor, alat tangkap, atau perahu? Hal lain adalah aktivitas nelayan ketika menangkap ikan bersifat berburu (hunter) bukan budidaya (cultivar). Aktivitas ini juga tergantung perubahan iklim, gelombang, arus dan angin. Mungkin dapat dibenarkan jika budidaya perikanan (tambak dan budidaya laut) dikelompokkan sebagai aktivitas bertani. Karena di dalamnya ada kegiatan budidaya dan kepemilikan lahan (tambak udang). Inilah aspek sosio-antropologis yang harus dipahami secara jernih dan obyektif.

Kelima, secara geo-politik dan geo-strategis letak Indonesia yang diapit oleh Samudera Pasifik dan Samudera Hindia sangat mempengaruhi percaturan ekonomi dunia di kawasan Amerika maupun Eropa. Hal ini dikarenakan wilayah Indonesia merupakan jalur pelayaran dan perdagangan internasional yang ramai menghubungkan kawasan Pasifik dan Atlantik. Bukankah perekonomian di kedua kawasan itu akan lumpuh total jika Indonesia memblokade jalur pelayaran kapal-kapal yang berlayar menuju kedua kawasan itu, seperti Selat Sunda, Selat Malaka, Selat Lombok, dan Selat Makassar. Keenam, bangsa Indonesia yang dibangun atas dasar perjuangan seluruh rakyat dari Sabang sampai Merauke memberikan suatu warna sikap nasionalisme kebangsaan tersendiri ketimbang bangsa-bangsa lain di dunia. Sikap nasionalisme itu diterjemahkan sebagai satu kesatuan ideologi, politik, ekonomi, sosial-budaya dan pertahanan – keamanan yang kerap disebut sebagai ”Wawasan Nusantara”. Wawasan ini mencakup tiga matra yang menjamin keutuhan wilayah nasional yakni darat, udara dan laut.
Mungkin kita harus bercermin dari bangsa Amerika yang secara de jure bukan sebagai negara kepulauan, tetapi secara de facto menguasai seluruh perairan dunia. Politik kelautan yang mereka kembangkan adalah bagaimana membangun angkatan laut yang kuat dan canggih serta terbesar di dunia sehingga seolah-olah seluruh perairan dunia (Samudera Pasifik, Atlantik, sampai Samudera Hindia) menjadi milik mereka. Kalangan muda Amerika ”bangga” bila menjadi personel militer US Navy.
Kini, sudah waktunya mengubah orientasi politik pembangunan nasional dari politik pembangunan negara daratan menjadi politik pembangunan negara kepulauan berbasis ”kelautan” yang sinergi dan terintegrasi dengan sumber daya daratan.
Orientasi ini harus digulirkan terus bagai bola salju yang pada akhirnya akan menjadi visi bersama komponen bangsa dalam membangun perekonomian nasional yang kuat. Karenanya, kampanye pemilu legislatif yang sedang berlangsung saat ini dan pemilihan Presiden 2004 merupakan momen tepat untuk menggugah perubahan orientasi ini.
Soal/Tugasan
      1.    Apa itu konsep wawasan Nusantara

2.
Apa itu konsep pembangunan yang berorientasikan daratan

3. Apa itu konsep pembangunan yang berorientasikan kelautan

Bahan Bacaan
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Bahan Ajar 6
Tujuan Instruksional Umum

Setelah mempelajari bahan ajar ini, mahasiswa akan dapat menganalisis dan merespon peran elit politik di Indonesia

Tujuan Instruksional Khusus

Setelah mengikuti perkuliahan ini mahasiswa diharapkan dapat sebagai berikut:

· Mendeskripsikaqn macam-macam elit politik

· Menganalisis sitem kerja elit dalam politik Indonesia

· Menguraikan perkembangan elit dalam  kepentingan politik di Indonesia

· Mengambarkan aliran dan ideologi politik yang mempengaruhi elit politik Indonesia

Materi Pembahasan

Bab VIII

Elit Politik Di Indonesia

Kemerdekaan Pers dan Komitmen Elit Politik

Saat membicarakan kemerdekaan pers, ucapan salah seorang pemikir dan bapak bangsa Amerika Serikat, Thomas Jefferson seringkali muncul: "…jika saya harus memilih antara pemerintahan tanpa suratkabar, atau suratkabar tanpa pemerintahan, maka saya tidak akan berpikir panjang untuk memilih yang terakhir." Pernyataan dari Presiden ke-3 AS ini (1801-1809) dimaksudkan untuk menegaskan bahwa pers adalah salah satu pilar penting dalam sebuah negara yang berlandaskan demokrasi. Jefferson sebetulnya meneruskan tradisi yang sudah dipercaya dan dijalankan oleh para pemikir Amerika yang sezaman dengannya, ataupun yang mendahuluinya, yang tertuang dengan tegas dalam apa yang dikenal sebagai Amandemen Pertama (First Amendment) dari Konstitusi AS.
Tentu saja memberikan tempat bagi pers yang merdeka membuka peluang bagi munculnya gesekan, terutama antara pers di satu pihak dengan penguasa di pihak lainnya. Adalah tabiat dasar pers yang merdeka untuk senantiasa memasang mata dan telinga dalam perannya sebagai watchdog, yang selalu kritis terhadap penguasa. Di AS sendiri, dalam seabad terakhir, sangat banyak problem yang muncul berkaitan dengan hubungan antara pers yang merdeka dan penguasa ini, termasuk sejumlah kejadian pasca serangan bom 11 September 2001, serta peristiwa Perang Irak, dimana pers AS diminta oleh penguasa untuk lebih bersikap patriotik.
Jauh sebelum itu, bahkan Jefferson sendiri beberapa kali harus berhadapan langsung dengan sepak terjang pers yang membuatnya tidak nyaman. Seperti yang disebutkan oleh ahli sejarah terkemuka, Dumas Malone dari Universitas Virginia, AS, dalam karya monumentalnya "Jefferson and His Time", salah satu penyerang Jefferson adalah James Thomson Callender, seorang wartawan yang sebetulnya berteman dengan sang presiden. Callender menyerang Jefferson, sampai ke urusan karakternya. Serangan-serangan ini, menurut Malone, sempat agak menggoyahkan pendirian Jefferson mengenai pentingnya pers yang merdeka. Namun dia memilih untuk tidak menyerang balik, apalagi sampai harus memberangus pers.
Ilustrasi pengantar ini dimaksudkan sebagai pembanding terhadap pemberitaan media massa pekan lalu mengenai hilangnya teks tentang kemerdekaan pers dari naskah rancangan penyempurnaan pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945, saat rancangan yang disiapkan oleh Komisi Konstitusi ini diuji shahih di hadapan DPR. Semula rancangan yang sudah disiapkan itu berbunyi: "Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan serta kemerdekaan pers, dijamin dan diatur dalam undang-undang." Saat pertama kali rumusan ini dimunculkan, Wakil Ketua Komisi Konstitusi, Albert Hasibuan mengatakan bahwa rumusan tersebut sudah disepakati tim perumus dan hampir pasti diterima pleno.
Apabila rumusan tersebut benar-benar masuk ke dalam Konstitusi, tentulah itu merupakan perkembangan yang sangat menggembirakan. Namun perkembangan terakhir yang ternyata berbeda itu, merupakan sinyal memprihatinkan di saat-saat seluruh dunia tengah memperingati Hari Kemerdekaan Pers Sedunia, yang jatuh tanggal 3 Mei setiap tahun. Pada tanggal itulah lahir Deklarasi Windhoek, dari forum pertemuan para wartawan Afrika di kota Windoek, Namibia, tahun 1991. Deklarasi itu menekankan perlu dan pentingnya pers yang merdeka dan beragam, sebagai prasyarat tegaknya demokrasi. Atas usul UNESCO, pada tahun 1993 Perserikatan Bangsa-Bangsa sepakat untuk menetapkan tanggal tersebut sebagai Hari Kemerdekaan Pers Sedunia.
Kembali ke ihwal penghapusan rumusan kemerdekaan pers yang dibuang dari rancangan hasil kerja Komisi Konstitusi tadi. Menurut laporan media berkaitan dengan peristiwa ini, kuat dugaan bahwa penghapusan itu terjadi karena dominannya tokoh militer dan kelompok pro-Orde Baru dalam Komisi, walaupun beberapa anggota yang diduga berperan dalam penghapusan tersebut membantah dugaan tadi. Bantahan ini tetap tidak menjawab persoalan, karena pada kenyataannya rumusan yang sangat penting dan berimplikasi jauh dalam proses demokratisasi itu telah dihilangkan, paling tidak untuk sementara ini.
Peristiwa ini merupakan cermin nyata betapa tipisnya komitmen elit politik negeri ini untuk mendukung gagasan kemerdekaan pers. Sejumlah kalangan yang mendukung kemerdekaan pers bahkan sudah sejak beberapa tahun terakhir ini mulai pesimis melihat massa depan kemerdekaan pers di Indonesia, terutama dalam kaitannya dengan peranan elit politik. Kemerdekaan pers yang notabene dihadirkan oleh elit politik tak lama setelah Presiden Soeharto mengundurkan diri di tahun 1998, dalam dua tahun belakangan mulai dipertanyakan kembali, juga oleh elit politik. Kita tentu ingat sejumlah pernyataan dari para tokoh politik Indonesia, baik yang duduk di pemerintahan maupun di parlemen, yang terkesan tidak begitu senang menyaksikan pers yang merdeka di Indonesia. Keluhan dan keberatan yang dari sejumlah kalangan masyarakat mengenai sepak terjang pers, seringkali pula dimanfaatkan oleh sebagian elit politik tadi untuk mengabsahkan tudingan mereka terhadap kemerdekaan pers. Termasuk juga lahirnya istilah "pers kebablasan" (melampaui batas).
Komitmen yang rendah terhadap kemerdekaan pers ini juga tampak dari sejumlah pristiwa yang menimpa beberapa media di Indonesia, mulai dari tindakan anarkis dari sekelompok masyarakat, sampai kepada tindakan hukum yang menimpa sejumlah lembaga pers dan wartawan. Dalam hampir semua kejadian itu, amat jarang kita mendengar ada pernyataan elit politik yang mengecam, atau setidaknya memprihatinkan, situasi kemerdekaan pers yang jelas-jelas terancam. Tentu saja ada segelintir elit politik yang masih peduli. Menurut catatan penulis, dalam kasus hukum yang menimpa koran Tempo beberapa bulan lalu, misalnya, Ketua MPR Amien Rais sempat berkunjung langsung ke kantor Tempo dan bertemu dengan pemimpin redaksi media yang bersangkutan (fotonya kemudian dimuat di koran ini). Andaikata cara seperti ini lebih sering dilakukan oleh para elit politik, tentulah sedikit banyak akan berdampak positif, dan bukan mustahil pula membuat pihak-pihak yang ingin membungkam kemerdekaan pers berpikir lebih serius sebelum bertindak.

Tulisan ini sama sekali tidak bermaksud untuk mengatakan bahwa pers adalah makhluk yang can do no wrong alias tak bisa berbuat kesalahan. Tentu saja pers berpotensi untuk melakukan kesalahan. Namun kesalahan-kesalahan itu hendaknya juga ditempatkan pada konteksnya, dengan mempertimbangkan hal-hal berikut: pertama, kemerdekaan pers di Indonesia belumlah panjang usianya, baru lewat masa "balita", sehingga ibarat seorang bocah ia masih berjalan dengan tersandung-sandung di sana-sini. Tugas semua pihaklah – lembaga pers, para wartawan, masyarakat secara luas, dan elit politik -- untuk ikut mendewasakannya. Pers harus terus menerus sadar diri bahwa kinerjanya masih jauh dari sempurna sehingga harus melakukan pembenahan yang menyeluruh, terutama dalam segi standar profesionalisme dan etika, dilengkapi pula dengan pembenahan manajerial. Jika pers bersalah, "tegurlah" dengan proporsional (termasuk menggunakan perangkat hukum yang mengatur pers, dalam hal ini Undang-Undang Pers), dengan niat konstruktif, dan bukan dengan keinginan tersembunyi untuk membatasi ruang gerak pers lewat berbagai cara.

Kedua, haruslah pula dipahami bahwa sisi lemah yang dibawa oleh kemerdekaan pers seyogianyalah masih dapat ditoleransi dibandingkan manfaat yang dihadirkannya. Berbagai literatur telah menguraikan manfaat ini dengan panjang lebar, yang apabila dirinci menunjukkan bahwa pers yang merdeka akan memainkan peran sebagai forum dialog yang demokratis, termasuk memberikan kesempatan bagi suara yang selama ini mungkin terabaikan, sebagai sumber informasi yang berharga, sebagai pelengkap atau bahkan bisa pula menjadi alat utama bagi proses pendidikan, serta sebagai alat kontrol yang efektif terhadap kinerja penguasa dan proses pembangunan. Atau dalam rumusan Presiden Bank Dunia James D. Wolfensohn yang khusus menyiapkan artikel untuk dalam kaitan dengan Hari Kebebasan Pers Sedunia tahun ini, "Tiada lagi keraguan bahwa sumbangsih media sangatlah tak ternilai untuk mencapai kemajuan ekonomi, memerangi korupsi, membuat keseimbangan antara si kaya dan si miskin, dan lebih dari itu, mengurangi kemelaratan di muka bumi." Namun, tanpa komitmen dari semua pihak, terutama sekali para elit politik, semua manfaat tadi hanya ilusi. 

Pengertian Ilmu Politik

Ilmu politik mempelajari suatu segi khusus dari kehidupan masyarakat yang menyangkut soal kekuasaan. Tumpuan kajiannya terhadap daya upaya memperoleh kekuasaan, usaha mempertahankan kekuasaan, penggunaan kekuasaan tersebut, dan juga bagaimana menghambat penggunaan kekuasaan.
Ilmu politik mempelajari aspek Negara, kekuasaan (force) dan kelakuan politik. Kekuasaan diartikan dari kata authority, control, capacity, dan relationship. Definisi ilmu politik juga dapat ditinjau dari beberapa aspek, antara lain sebagai berikut:

1. Ilmu politik dilihat dari aspek kenegaraan adalah ilmu yang mempelajari Negara, tujuan Negara, dan lembaga-lembaga Negara serta hubungan Negara dengan warga negaranya dan hubungan antarnegaranya.

2. Ilmu politik ditinjau dari  aspek kekuasaan adalah ilmu yang mempelajari kekuasaan dalam masyarakat, yaitu sifat, hakikat, dasar, proses, ruang lingkup, dan hasil dari kekuasaan itu. 

3. Ilmu politik dilihat dari aspek kelakuan politik adalah ilmu yang mempelajari kelakuan politik dalam system pilotik, kekuasaan, kepentingan, dan kebijaksanaan.
Konsep-konsep pokok yang dipelajari ilmu politik adalah Negara (state), kekuasaan (power), pengambilan keputusan (decision making), kebijaksanaan (policy, beleid) dan pembagian (distribution) atau alokasi (allocation). Pengertian konsep-konsep tersebut adalah sebagai berikut:

a. Negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan yang ditaati oleh rakyatnya.

b. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau suatu kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku orang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan dari pelakunya.

c. Pengambilan keputusan adalah membuat pilihan diantara beberapa alternative, sedangkan istilah pengambilan keputusan menunjukan kepada proses yang terjadi sampai keputusan itu tercapai.

d. Kebijakan umum adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seseorang pelaku atau kelompok politik dalam usaha mamilih tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan itu.

e. Pembagian adalah pembagian dan panjatahan dari nilai-nilai dalam masyarakat yang ditekankan bahwa pembagian selalu tidak merata sehingga timbul konflik.

Secara umum, ilmu politik adalah ilmu yang mengkaji tentang hubungan kekuasaan baik sesama warga negara antara warga negara dan negara, maupun hubungan sesama negara. Bidang kajian ilmu politik meliputi:

b. Teori ilmu politik, meliputi teori politik dan sejarah perkembangan ide-ide politik.

c. Lembaga-lembaga politik, meliputi UUD, pemerintahan nasional, pemerintahan daerah dan local, fungsi ekonomi dan social dari pemerintah dan perbandingan lembaga-lembaga politik.
d. Partai politik, organisasi kemasyarakatan, pendapat umum, partisipasi warga negara dalam pemerintahan dan administrasi.
e. Hubungan internasional, meliputi politik internasional, organisasi-organisasi dan administrasi internasional dan hukum internasional.

Kata politik terbagi menjadi dua sebagai berikut:

1. Menunjuk segi kehidupan manusia untuk kekuasaan (power relation).

2. Tujuan yang hendak dicapai (goals).

Perkembangan pemikiran politik dengan batas-batasnya adalah penekanan dalam kekuasaan, penekanan pada Negara, penekanan pada pemerintahan, penekanan fakta-fakta politik, penekanan kegiatan politik, penekanan organisasi masyarakat.

Objek Ilmu Politik
a. Material
:   pemerintahan, lapangan penyelidikan 

b. Formal 
:   pengetahuan, pusat perhatian

Objek Materi

Objek ini berwujud pada perjuangan memperoleh dan mempertahankan kekuasaan, dengan objek sebagai berikut.

1. Negara




4. Fakta-fakta politik

2. Kekuasaan 



5. Kegiatan politik

3. Perintahan 



6. Organisasi politik

Perkembangan lima pandangan mengenai politik. Pertama, politik ialah usaha-usaha yang ditempuh warga negara untuk membicarakan dan mewujudkan kebaikan bersama. Kedua, politik ialah segala hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan Negara dan pemerintahan. Ketiga, pertahankan kekuasaan dan masyarakat. Keempat, politik sebagai kegiatan yang berkaitan dengan perumusan dan pelaksanaan kebijakan umum. Kelima, politik sebagai konflik dalam rangka mencari dan/atau mempertahankan sumber-sumber yang dianggap penting.
 Konsep politik yang lebih komprehensif ialah interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang mengikat dengan kebaikan bersama masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu (Ramlan Surbakti,1992). Dan melaksanakan kebijakan umum. Dalam hal ini pemerintah merupakan mekanisme penetapan aturan-aturan berperilaku bagi anggota masyarakat , yang semuanya dimaksudkan untuk mencapai tujuan masyarakat-negara.
Soal/Tugasan

1. Coba saudara berikan pengertiann ilmu Politik
2. Coba sudara  sebutkan objek ilmu politik dan berikan pengertiannya

3. Apa yang dimaksud dengan eli politik dan bagaimana rekrutmen elit politik di Indonesia.
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Bab IX
Budaya dan partisipasi politik
1. BUDAYA POLITIK
Budaya politik merupakan bagian dari kebudayaan masyarakat denagn ciri-ciri yang lebih khas. Istilah budaya politik meliputi masalah legitimasi, pengaturan kekuasaan, proses pembuatan kebijakan pemerintah, kegiatan partai-partai politik, perilaku aparat Negara, serta gejolak masyarakat terhadap kekuasaan yang memerintah. Kegiatan politik juga memasuki dunia keagamaan, kegiatan ekonomi dan social, kehidupan pribadi social yang sangat luas. Budaya politik langsung mempengaruhi kehidupan politik dan menentukan keputusan nasional yang menyangkut pola pengalokasian sumber-sumber masyarakat.

Budaya politik merupakan sistem nilai dan keyakinan yang dimiliki bersama oleh masyarakat. Almond dan Powell berpendapat bahwa budaya politik merupakan dimensi psikologi dari sistem politik, yang mana budaya politik bersumber pada perilaku lahiriah dari manusia yang bersumbar pada panelaran-penalaran yang sadar. Konsep budaya politik terdiri atas sikap, keyakinan, nilai-nilai, dan keterampilan yang sedang berlaku pada seluruh anggota masyarakat, termasuk pada kebiasaan yang hidup dalam masyarakat. Beberapa definisi budaya politik dapat kita lihat sebagai berikut:

a.
Budaya politik adalah aspek politik dari nilai-nilai yang terdiri atas pengetahuan, adat istiadat, tahayul, dan mitos.

b.
Budaya politik dapat dilihat dari aspek dokrin dan aspek generiknya. Yang pertama menekankan pada isi atau materi. Yang kedua menganalisa bentuk, peranan, dan ciri-ciri budaya politik.

c.
Hakikat dan ciri budaya politik yang menyangkut masalah nilai-nilai adalah prinsip dasar yang melandasi suatu pandangan hidup yang berhubungan  dengan masalah tujuan.

d.
Bentuk budaya politik menyangkut sikap dan norma, yaitu sikap terbuka dan tertutup, tingkat militansi seseorang terhadap orang lain dalam pergaulan masyarakat.

Bentuk Budaya Politik
Budaya politik dengan kecendrungan militant dan toleransi. System ekonomi dengan teknologi yang komplek menuntut kerja sama yang lyuas untuk memperpadukan modal dan keterampilan. Ciri-ciri kecendrungan militansi adalah perbedaan tidak dipandang sebagai usaha mencari alternative yang baik, tetapi dipandang sebagi usaha jahat dan menantang. Sedangkan ciri-ciri kecendrungan toleransi adalah pemikiran berpusat pada masalah atau ide yang harus dinilai, berusaha mencari konsensus yang wajar yang selalu membuka pintu untuk bekerja sama.
Struktur mental yang bersifat akomodatif biasanya terbuka dan sedia menerima apa saja yang dianggap berharga. Ia dapat melepaskan ikatan tradisi, kritis terhadap diri sendiri, dan bersedia menilai kembali tradisi berdasarkan perkembangan masa kini. Tipe absolute dari budaya politik sering menganggap perubahan sebagai suatu yang membahayakan. Tipe akomodatifdari budaya politik melihat perubahan hanya sebagai salah satu masalah untuk dipikiran. Perubahan mendorong usaha perbaikan dan pemecahan yang lebih sempurna.
David Apter memberi gambaran tentang kondisi politik yang menimbulkan suatu agama politik di suatu masyarakat, yaitu kondisi politik yang terlalu sentralistis dengan peranan birokrasi atau militer yang terlalu kuat. Budaya politik para elite berdasarkan budaya politik agama tersebut dapat mendorong atau menghambat pembangunan karena massa rakyat harus menyesuaikan diri pada kebijakan para elite politik.
Berdasarkan sikap, nilai-nilai, informasi, dan kecakapan politik yang dimiliki kita dapat menggolongkan orienyasi-orientasi warga negara terhadap kehidupan terhadap kehidupan politik dan pemerintahannya. Orang yang melibatkan diri dalam kegiatan politik, sekurangnya dalam perintah dan suara (voting) dan mencari informasi tentang kehidupan politik dapat dinamakan dengan budaya politik partisipan, sedangkan secara pasif patuh kepada pemerintah dan undang-undang dengan tidak ikut pemilu disebut budaya politik subyek. Golongan ketiga adalah orang-orang yang sama sekali tidak menyadari adanya perintahan dan politik, disebut budaya budaya politik parokial.
Berdasarkan penggolongan diatas terdapat tiga model dalam kebudayaan politik. Pertama, masyarakat demokratik industrial dengan partisipan mencapai 40% dari penduduk dewasa. Dalam system ini cukup banyak aktifitas politik untuk menjamin adanya kompetisi partai-partai politik dan kehadiran pemberian suara yang besar. Kedua, model system otoriter, jumlah industrial dan modernis sebagian kecil, meskipun terdapat organisasi politik dan partisipan politik seperti mahasiswa, umum intelektual dengan tindakan persuasive menentang system yang ada, tetapi bagian besar jumlah rakyat hanya menjadi subyek yang pasif. Ketiga, adalah system demokratis praindustrial. Dalam system ini hanya terdapat sedikit sekali partisipan dan sedikit pula keterlibatannya kepada pemerintahan. 

2. PARTISIPASI POLITIK
Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, seperti memilih pimpinan negara atau upaya-upaya mempengaruhi kebijakan pemerintah. Menurut Myron Weiner, terdapat lima penyebab timbulnya gerakan kea rah partisipasi lebih luas dalam proses politik, yaitu sebagai berikut :
a. Modernisasi dalam segala bidang kehidupan yang menyebabkan masyarakat makin banyak menuntut untuk ikut dalam kekuasaan politik.

b. Perubahan-perubahan struktur kelas social.Masalah siapa yang berhak berpartisipasi dan pembuatan keputusan politik menjadi penting dan mengakibatkan perubahan dalam pola partisipasi politik .

c. Pengaruh kaum intelektual dan komunikasi massa modern.

d. Konflik antar kelompok pemimpin politik .

e. Keterlibatan pemerintah yang meluas dalam urusan social,ekonomi dan kebudayaan.

Kegiatan politik yang tercakup dalam konsep partisipasi politik mempunyai bermacam-macam bentuk dan intensitas. Biasanya diadakan perbedaan jenis partisipasi menurut frekuensi dan intensitasnya. Menurut pengamatan, jumlah orang yang mengikuti kegiatan tidak intensif, yaitu kegiatan yang tidak banyak menyita waktu dan yang biasanya tidak berdasarkan prakarsa sendiri, seperti memberikan suara dalam pemilu, besar sekali Sebaliknya  , kecil sekali jumlah orang yang secara aktif dan sepenuh  waktu melibatkan  diri dalam politik.Kegiatan sebagai aktivis politik ini mencakup antara lain menjadi pemimpin partai atau kelompok kepentingan.

Bentuk-bentuk Partisipasi Politik

Kegiatan politik kanvensional adalah bentuk partisipasi politik yang normal dalam demokrasi modern. Bentuk nonkonvensional antara lain petisi, kekerasan dan evolusioner. Bentuk-bentuk dan frekuensi partisipasi politik dapat dipakai sebagai ukuran untuk menilai stabilitas system politik, integritas kehidupan politik, dan ketidakpuasan warga negara.

	KONVENSIONAL
	NONKON VENSIONAL

	Pemberian suara(voting)
	Pengajuan petisi

	Kegiatan Kampanye
	Berdemontrasi

	Membentuk dan bergabung dalam kelompok

Kepentingan
	Tindak kekerasan politik harta benda

	Komunikasi individual dengan  pejabat politik 

Pejabat politik dan administrative
	Tindakan kekerasan politik  terhadap manusia


1. Apa konsep dan pentingnya budaya dalam politik

2. Apa yang dimaksud dengann konsep partisipasi politik

3. Apa itu bentuk partisipasi politik konvensional dan non konvesional
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 Bab X
Partai Politik dan Pemilu

4. PARTAI POLITIK
Menurut  Carl Frederich, partai politik adalah kelompok manusia yang terorganisasi secara stabil dengan tujuan untuk merebut atau mempertahankan kekuasaan dalam pemerintahan bagi pemimpin partainya dan berdasarkan kekuasaan itu akan memberikan kegunaan materiil dan idiil kepada anggotanya. Banyak ahli memberikan definisi, tapi kita dapat menyimpulkan bahwa partai politik merupakan kelompok anggota yang terorganisasi secara rapih dan stabil yang mempersatukan dan dimotivasi oleh ideology tertentu serta berusaha mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam pemerintahan melallui pemilu.

Struktur partai politik
Pembicaraan tentang struktur partai politik berarati memusatkan perhatian kepada “mesin pengerak”(machinery) organisasi tersebut dan aparaturnya. Di dalamnya terdapat aspek ideologi, dasar-dasar sosial, struktur, organisasi, partisipasi dan strategi dari partai: Dilihat dari sudut organisasi partai dapat dibedakan atas partai kader dan partai massa.

a. Partai kader, disebut juga partai elite atau tradisional yang dapat dibedakan tipe eropa dan amerika. Tipe Eropa bertujuan untuk mendapatkan anggota yang sebanyak mungkin, tetapi mereka lebih menekankan pada  dukungan dari orang-orang terkemuka, lebih memperhatikan kualitas dari pada kuantitas. Orang terkemuka itu dikelompokkan menjadi suatu”komite”. Sedangkan tipe Amerika menekankan pada usaha menjaring tokoh partai yang loyal.

b. Partai massa, teknik mengorganisasi partai dilakukan oleh gerakan sosialis yang kemudian diambil oleh partai komunis dan banyak digunakan di negara-negara berkembang. Dapat dibedakan dengan tipe sosialis, yang berorientasi kepada kaum buruh. Tipe partai komunis, di organisasi secara otoriter dan terpusat, lebih menggambarkan sentralisasi daripada demokrasi. Tipe partai fasis, menggunakan teknik militer untuk mengorganisasi politik massa.

c. Tipe Partai Tengah, yaitu partai yang menggunakan organisasi massa sebagai alat dukungan partai.

Fungsi-fungsi partai politik, baik dalam negara demokrasi ataupun dalam negara otoriter, adalah melaksanakkan fugsi sebagai sosialisasi politik, pengendalian konflik, control politik dan sebagainya.

Sistem Kepartaian

a. Sistem Partai Pluratis. Faktor teknis, yaitu system pemilihan umum secara sosialogis berakibat: 1) system mayoritas dalam menciptakan system dua partai, 2) system pemilihan yang representatif proporsional akan menciptakan system banyak partai (multiparty),3) kemengan dua suara telah mendatangkan kemenangan pada system multi partai yang cenderung membentuk koalisi.

b. Sistem Partai Dominan.
c. Sistem Partai Oposisi

Perbedaan oposisi terdapat 6 hal, yaitu sebagai berikut:

a.
Konsentrasi, yaitu orang yang berpopsisi terhadap suatu pemerintahan memerlukan bermacam-macam tingkat kepaduan organisasinya.

b.
Daya saing, yaitu sifat bersaing dengan cara yang menguntungkan dan yang merugikan para lawan politik dalam pemilihan umum dan dalam parlemen.

c.
Lokasi. Situasi dan keadaan oposisi mempergunakan sumber daya untuk mengadakan perubahan.

d.
Ciri khas, yaitu suatu oposisi dalam suatu system politik pada umumnya adalah akibat dari kepaduan, daya saing, dan lokasi yang berbeda.

f.
Tujuan adalah yang dicapai oleh oposisi dengan jalan mengubah tindakan pemerintah.

Partai Politik di Indonesia
Munculnya organisasi modern di awal abad ke-20 yang ditandai dengan lahirnya pergerakan Budi Utomo dan Serikat Islam dapat disebut sebagai pertanda lahirnya partai pertama di Indonesia. Selanjutnay berdirilah partai-partai politik lain, seperti PKI, PNI, GERINDO, PPI. Menurut Alfian, partai politik tersebut dapat digolongkan kepada kelompok-kelompok berikut:

1.
Aliran nasionalis, yaitu PNI, PRN, Parindra, SKI.

2.
Partai islam, seperti masyumi, NU, PSII, Perti

3.
Aliran komunis, seprti, PKI, SOBSI, BTI

4.
Aliran sosialis, seperti PSI, GTI, 

5.
Aliran Kristen, seperti partai katolik dan parkindo

2. PEMILIHAN UMUM

Dalam pemilihan umum diharapkan wakil-wakil yang dipilih benar-benar mewakili aspirasi, keragaman, kondisi, serta keinginan dari rakyat dilaksanakanlah pemilihan umum. Pemilihan umum adalah suatu cara memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk di lembaga perwakilan rakyat serta salah satu pelayanan hak-hak asasi warga negara dalam bidang politik.
 Terdapat dua sistem pemilihan umum yaitu:

1.
Singlemember constituency adalah satu daerah pemilihan memilih satu wakil yang disebut Sistem Distrik

2.
Multymember constituency adalah satu daerah pemilihan memilih bebepara wakil yang disebut Sistem Proporsional

Pemilihan Umum di Indonesia

Pemilihan umum adalah pemindahan hak dari setiap warga negara kepada kelompok yang akan memerintah atas nama kekuasaan dari rakyat. Agar pemerintah yang berkuasa benar-benar menjalankan kekuasaannya sesuai dengan hati nurani rakyat maka pelaksanaan pemilihan umum harus berpedoman kepada asas-asas yang telah disepakati bersama. Pada umumnya di berbagai negara menerapkan beberapa asas pemilihan umum yaitu sebagi berikut:

a.
Langsung, yaitu warga negara yang sudah berhak memilih dapat secara langsung memilih partai atau kelompok peserta pemilihan umum tanpa perantara

b.
Umum, yaitu penyerahan hak yang disimbolkan dengan menusuk atau mengundi harus dilandasi oleh pemikiran dan segala konsekuensinya, mengerti apa dan untuk apa pemilihan umum

c.
Bebas, agar pilihan seseorang benar-benar sesuai dengan keinginannya maka seseorang tidak boleh dipaksa dan ditekan untuk memilih sesuatu

d.
Rahasia, pemilihan menyangkut hak-hak yang sangat pribadi tentu tidak boleh orang lain mengetahuinya.

e.
Jujur dan Adil, asas ini lebih ditujukan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam menyelenggarakan pemilihan umum. 
Kekuasaan pemerintah yang kuat melemahkan kedudukan DPR sebagai pengontrol kekuasaanpresiden. Usaha-usaha melemahkan kekuasaan DPR itu dapat terlihat pada hal-hal berikut.

a. beratnya persyaratan DPR menggunakan hak-haknya, seperti hak interpelasi,angket, dan sebagainya.

b. Ancaman “recall” yang membayang-bayangi anggota DPR yang bersuara vocal

c. Penyaringan tokoh-tokoh vocal dalam LPU melalui “litsus” yang dikuasai pemerintah.

d. Berkurangnya kepercayaan rakyat kepada DPR karena lemahnya posisinya bila berhadapan dengan pemerintah.

e. Pertenghan tahun 1980-an sampai akhor orde baru semakin semarak demontrasi,mogok buruh, unjuk rasa sebagai upaya menyuarakan berbagai kepentingan dalam masyarakat, sekalipun cara-cara ini dilarang oleh pemerintah orde baru melalui undang-undang.

Fungsi DPR yang lemah juga disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut .

a. Mengangkat sebagian anggota DPR dari ABRI sebagai pendukung setia pemerintah orde baru.

b. Mengontrol golkar dengan jalan memberi hak “veto” kepada “dewan Pembina”yang diketuai oleh Presiden Suharto.

c. Memperkokoh dukungan ABRI dan birokrasi kepada Golkar secara berlebihan, sehingga mampu memenagkan setiap kali pemilu.

d. Mengontrol partai politik (PPP dan PDI) dengan tujuan agar partai  itu dipimpin oleh orang – orang yang dekat dengan pemerintah.

e. Melaksanakan konsep “massa mengambang” sehingga anggota DPR lebih menyuarakan kepentingan partainya (DPP-nya) dibandingkan kepentingan masyarakat.

f. Peraturan tata tertib DPR mengikat DPR untuk berfungsi.

g. Potensi parpol(PPP dan PDI) terkuras kepada menyelesaian konflik, yang pada akhirnya mengundang campur tangan pemerintah dalam konflik intern.

h. Dalam Pemilu tahun 1977 dan 1982 pemerintah melemahkan PPP dengan isu-isu Negara Islam dan Komando Jihad, mencurigai ulama-ulama Islam terhadap penguasa.

i. Asas tunggal Pancasila berakibat sempitnya ruang gerak berbeda pendapat dalam wada politik.

j. Isu-isu G30S/PKI sebagai pemukul pemerintah terhadap tokoh-tokoh PDI pada tahun 1990-an, pada saat mana PDI lebih menampakkan diri sebagai oposisi kepada pemerintah.

k. Pengontrolan pemerintah terhadaphak-hak rakyat melalui ancaman”subversive” serta acaman cabut SIUPP bagi media massa.

Wacana politik akhir tahun 1900-an menuntut kearah perubahan system pemilu dengan mengemukkan empat preposisi(Eep Saefullah Fatah,1997:27) sebagai berikut :

a. Sistem pemilu proporsional telah melahirkan legislative yang berjarak dengan rakyat.

b. Sistem pemilu proposional telah mengorientasikan para anggota legislative menjadi wakil partai,system distrik akan mengorientasikan para anggota legislative menjasi wakil rakyat.

c. Perubahan system pemilu dari proposional ke distrik akan melahirkan legislative masa depan yang kuat dan fungsional dalam menjalankan fungsinya sebagai pengontrol eksekutif.

d. Atas dasar tiga pertimbangan itu,maka perubahan system pemilu dari proposional ke distrik dianggap merupakan sebuah jalan perubahan politik secara demokratisasi.

Soal/Tugasan

1.
Coba saudara sebutkan tentang pengertian Partai Politik.

2.
Apa yang dimaksud dengan partai kader dan partai masa

3.
Apa itu Pemilu dan untuk apa di buat pemilu bagi sebuah negara.
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Tujuan Instruksional Umum

Setelah mempelajari bahan ajar ini, mahasiswa akan dapat menganalisis dan merespon demokrasi dan HAM 

Tujuan Instruksional Khusus

Setelah mengikuti perkuliahan ini mahasiswa diharapkan dapat sebagai berikut:

· Mendeskripsikan macam-macam demokrasi.

· Menganalisis sitem kerja demokrasi dan ham
· Menguraikan perkembangan demokrasi dan ham. 

· Mengambarkan aliran dan ideologi politik yang mempengaruhi demokrasi dan ham
Materi Pembahasan

Bab XI
Demokrasi Dan HAM

1. DEMOKRASI
Sebagai reaksi terhadap kekuasaan raja atau kaum bangsawan, kaum ensiklopedia mengemukakan teori kontrak social, bahwa kekuasaan penguasa negara adalah  berasal dari warga negaranya yang direlakan dan dilimpahkan kepada sang penguasa untuk  digunakkan demi melindungi kepentingan hidup masyarakat secara bersama. Selanjutnya untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan juga melindingi hak-hak asasi manusia,muncul doktrin pemisahaan kekuasaan(separation of power) oleh John Locke yang meliputi sebagai berikut :
a. Kekuasaan legislative, yaitu kekuasaan yang membuat undang-undang dan peraturan.

b. Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan yang melaksanakan undang-undang dan mengadili pelanggaran undang-undang tersebut.

c. Kekuasaan federatif, yaitu kekuasaan yang mnyatakan hubungan dengan neagara luar, serta menyatakan perang dan damai, membuat perserikatan dan segala tindakan badan-badan di luar negeri.

Montesquieu, seorang filsuf  Perancis (1748), dalam bahannya “ The Spirit of the Laws” mengemukakan pemisahan kekuasaan atas:

a. Legislatif, yaitu kekeasaan membuat segala perundang-undangan;

b. Eksekutif, yaitu kekuasaan melaksanakan undang-undang dan hubungan luar negeri;

c. Yudikatif, yaitu kekuasaan mengadili segala bentuk pelanggaran undang-undang.

Doktrin Montesquieu ini dimaksudjan untuk menjamin kemerdekaan seseorang dari kesewenag-wenangan penguasa. Doktrin ini banyak mempengaruhi para perumus UUD negara baru merdeka, tetapi tidak  menganut secara penuh. USA dan Inggris  pun tidak menerapkan trias politika dalam pengertian pemisahan kekuasaan murni. Di USA ada cheks and balance   (pengawasan dan kesimbangan) guna menjamin kekuasaan.
Negara komunis juga tidak dapat menerima trias politika, dengan alas an bahwa sumber kekuasaannya adalah rakyat. Gabriel A. Almond lebih suka menggunakan istilah :

· Rules making function untuk legislative

· Rules application untuk eksekutif, dan

· Rules adjudication untuk judikatif.

Demokrasi sebagai system pemerintah oleh banyak orang biasa disebut rule by people the people, kemudian diartikan “pemerintahan dari rakyat dan untuk rakyat”.Artinya, bahwa rakyat selaku mayoritas mempunyai suara menentukan dalam proses perumusan kebijakan pemerintahan melalui saluran-saluran yang tersedia (infra-struktur politik ), yaitu partai politik , kelompok kepentingan,kelompok penekan, dan pendapat umum.

Ciri khas demokrasi konstitusional ialah gagasan bahwa kekuasaan pemerintahan terbatas dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang terhadap warganya.Pembatasan itu tercatum dalam konstitusi, sehingga sering juga disebut Limited Government.

Menurut Lord Acton,”power tends to corrupt, but absolute power corrupts absolutely”.Usaha memperkecil kemungkinan menyalahgunakan kekuasaan kepada beberapa orang “rule of law”. Ciri khas demokrasi komunis ialah gagasannya bahwa ideology komunis dengan prinsip dialektika akan mengantarkan negara kepada bentuk sosialisme. Demokrasi harus memenuhi fungsi dictator proletar dan pemilu merupakan alat propaganda guna meyakinkan betapa luasnya dukungan rakyat kepada pemerintah. Demokrasi komunis harus menjadi demokrasi sosialis dari rakyat seluruhnya, di mana setiap orang bekerja menurut kesanggupannya dan setiap orang menerima menurut kebutuhannya.

Gagasan mengenai perlunya pembatasan kekuasaan dalam pola demokrasi dengan istilah rule of law meliputi empat unsur, yaitu sebagai berikut:

· Pengakuan hak asasi manusia.

· Pemisahan atau pembagian kekuasaan (trias politika).

· Pemerintahan menurut hokum.

· Peradilan administrasi dalam perselisihan.

Dalam bidang hukum, ketentuan rule of law meliputi sebagai berikut :

· Suypremasi hukum, dalam srti hukum lebih utama dari kekuasaan.

· Kedudukan yang sama dihadpan hukum(equality before law)

· Terjaminnya hak individu oleh pengadilan.
Dalam abad ke-20 (setelah PADA II) terjadi perubahan tentang demokrasi sebagai akibat industrialisasi,sosialisme dan pengaruh kapitalisme.HENRY B. MAYO mengatakan bahwa system politik yang demokratis ialah apabila kebijaksanaan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil rakyat melalui pemilihan umum yang bebas dan kebersamaan politik. Bahwa rule of law meliputi :

a. Jaminan hak individu secara kontitusional , termasuk prosedurnya.

b. Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak.

c. Pemilihan umum yang bebas dan kebersamaan politik.

d. Kebebasan mengemukakan pendapat

e. Kebebasan berserikat dan beroposisi.

f. Pendidikan politik / kewarganegaraan (civic education)

Disamping perumusan rule of law juga muncul rumusan demokrasi politik, yang nilainya dikemukakan oleh HENRY B. MAYO sebagai berikut :

a. Menyelesaikan setiap konflik secara damai melalui sialog yang terbuka melalui cara kompromi, consensus, kerja samad/ dukungan baik memanfaatkan lembaga maupun sarana komukasi social.

b. Menjamin perubahan social secara damai terkendali melalui cara penyesuaian kebijaksanaan dan pembinaan  oleh pemerintah.

c. Menyelenggarakan pergantian pemimpin secara teratur,damai,dan terbuka, artinya tidak boleh atas dasar keturunan, paksaan, coup d’etat, atau tirani minoritas.

d. Mbatasi tindak kekerasan terhadap kaum minoritas.

e. Mengakui keanekaragaman sikap secara wajar sehingga batas toleransi persatuan bangsa

f. Menjamin tegaknya keadilan.

Bentuk-bentuk demokrasi moderen menurut SKLAR  terbagi atas lima jenis:

a. Demokrasi liberal, 

b. Demorasi terpimpin,

c. Demokrasi social,

d. Demokrasi partisipasi,

e. Demokrasi Konstitusional,
Ada 3(tiga) syarat Penncok menetapkan tegaknya politik demokratis :

1. Faktor histories

2. Tatanan social ekonomi

3. Budaya politik 

Ukuran-ukuran Demokrasi
Pembangunan demokrasi tidak hanya menyangkut usaha-usaha yang sukses berkenaan dengan masalah partisipasi rakyat. Untuk mempunyai suatu pemerintahan yang demokratis diperlukan adanya pemerintahan dan kekuasaan yang teratur. Beberapa faktor yang dijumpai di negara berkembang, kenapa demokrasi politik tidak tumbuh seperti di USA dan Eropa, yaitu sebagai berikut :

a. Kurangnya syarat pokok agar demokrasi politik dapat  berfungsi dengan baik.

b. Tidak adanya semangata persatuan nasional

c. Pengambilan keputusan dengan suara terbanyak yang sekaligus adanya oposisi yang loyal.

d. Kurangnya latihan dalam mneggunakan lembaga-lembaga demokrasi.

e. Mobilisasi massa dan harapan yang dibangkitkan semasa perjuangan kemerdekaan tidak menjadi kenyataan setelah kemerdekaan.

f. Kepercayaan kepada pemimpin kharismatik yang cenderung untuk terbatasnya demokrasi politik .

g. Elite politik selalu ingin memperthankan kekuasaan dan enggan mundur karena berakibat kemunduran dalam material dan proses social.

h. Kemacetan dan korupsi.

Demokrasi Indonesia

Sejak awal Indonesia menyatakan dirinya demokrasi yang dapat  terlihat dalam kontisusi negara. Dengan perkembangan sebagai berikut :

1. Demokrasi liberal (1945-1956)

2. Demokrasi terpimpin(1957-1965)

3. Demokrasi Pancasila(1966-1998)

Sistem politik orde baru sama sekali jauh dari demikratis dengan cirri-ciri dominannya peranan militer,birokratisasi,dan sentralisasi pembuatan keputusan politik, penebirian partai-partai politik, campur tangan pemerintah dalam urusan par/ politik, massa yang mengambang, monolitasisasi ideologi negara dan inkorporasi lembaga non pemerintahan.

Tuntutan reformasi akan diharapkan dari pemerintahan yang “legitimet”setelah SU-MPR 1999 ( Oktober).Gagasan ini banyak disuarakan oleh hamper semua pakar politik dan hukum tata negara. Beberapa pertimbangan kenapa UUD 1945 harus diadakan perubahan atau “amandemen” antara lain sebagai berikut :

a. UUD 1945 dimaksudkan untuk sementara

b. UUD 1945 selalu melahirkan pemerintahan otoriter

c. UUD 1945 kurang memenuhi syarat sebagai aturan main politik yang memadai.

Kelemahan UUD 1945 adalah :

a. Tidak ada meknisme “check and balance”

b. Terlalu banyaknya atribusi kewenangan.

c. Adanya pasal-pasal yang multitafsir.

d. Terlalu percaya pada semangat orang (penyelenggara)

Beberapa usulan “amandemen”UUDE 1945 ( Moh. Yamin,1999)

a. Keanggotaan MPR

b. Hak konfirmasi penetapan UU secara sepihak untuk DPR

c. Pembatasan masa jabatan presiden

d. Pemandirian dan perluasan hak MA

e. Pembubaran DPA dan memperdayakan BPK

Beberapa konsep mengenai demokrasi
Demokrasi yang dianut di Indonesia yaitu demokrasi berdasarkan pancasila, masih dalam tataf perkembangan dan mengenai sifat-sifat dan ciri-cirinya terdapat berbagai tafsiran serta pandangan. Beberapa nilai pokok dari demokrasi konstitusionil cukup jelas tersirat dalam UUD 1045. selain itu, undang-undang dasat menyebutkan secara eksplisit dua prinsip menjiwai naskah itu, dan yang dicantumkan dalam penjelasan mengenai system pemerintahan negara yaitu:

1.
Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Negara Indonesia berdasarkan atas hukum tidak kekuasaan belaka.

2.
Sistem konstitusionil. Pemerintahan berdasarkan system konstitusi, tidak bersifat absoluttisme.
Ciri khas demokrasi konstitusionil adalah gagasan bahwa pemerintah yang demokratis adalah pemerintah yang terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya. Pembatasan-pembatasan tercantum dalam konstitusi maka sering disebut “pemerintah berdasarkan konstitusi”.

Pada waktu demokrasi konstitusionil muncul sebagai suatu program dan system politik yang konkrit, yaitu pada akhir abad ke-19. bahwa pembatasan atas kekuasaan negara sebaiknya diselenggarakan dengan suatu konstitusi tertulis, yang dengan tegas menjamin hak-hak asasi warga negara. Kekuasaan dibagi sedemikian rupa sehingga kesempatan penyalahgunaan diperkecil yaitu dengan cara menyerahkannya kepada beberapa orang atau badan dan tidak memusatkan kekuasaan pemerintahan dalam tangan satu orang atau satu badan. Perumusan yuridis dari prinsip-prinsip ini terkenal dengan istilah Rechtssaat (negara hukum) dan Rule of law.

Dalam abad ke-19 dan permulaan ke-20 gagasan mengenai perlunya pembatasan mendapat perumusan yang yuridis.ahli-ahli hukum Eropa Barat continental memakai istilah Rechtsstaat. Sedangkan ahli dari Anglo Saxon memakai istilah Rule of law. Ada empat unsur-unsur Rechtsstaat dalam arti klasik yaitu:

a. hak-hak manusia

b. pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu 

c. pemerintah berdasarkan peraturan-peraturan 

d. peradilan administrasi dalam perselisihan

Unsur-unsur Rule of Law dalam arti klasik yaitu:

1.
supremasi aturan hukum tidak adanya kekuasaan wewenang

2.
kedudukan yang sama dalam menghadapi hukum

3.
terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang serta keputusan peradilan.
Sebagai reaksi terhadap kekuasaan raja atau kaum bangsawan, kaum ensiklopedia mengemukakan teori kontrak social, bahwa kekuasaan penguasa negara adalah  berasal dari warga negaranya yang direlakan dan dilimpahkan kepada sang penguasa untuk  digunakkan demi melindungi kepentingan hidup masyarakat secara bersama. Selanjutnya untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan juga melindingi hak-hak asasi manusia,muncul doktrin pemisahaan kekuasaan(separation of power) oleh John Locke yang meliputi sebagai berikut :

d. Kekuasaan legislative, yaitu kekuasaan yang membuat undang-undang dan peraturan.

e. Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan yang melaksanakan undang-undang dan mengadili pelanggaran undang-undang tersebut.

f. Kekuasaan federatif, yaitu kekuasaan yang mnyatakan hubungan dengan neagara luar, serta menyatakan perang dan damai, membuat perserikatan dan segala tindakan badan-badan di luar negeri.

Montesquieu, seorang filsuf  Perancis (1748), dalam bahannya “ The Spirit of the Laws” mengemukakan pemisahan kekuasaan atas:

d. Legislatif, yaitu kekeasaan membuat segala perundang-undangan;

e. Eksekutif, yaitu kekuasaan melaksanakan undang-undang dan hubungan luar negeri;

f. Yudikatif, yaitu kekuasaan mengadili segala bentuk pelanggaran undang-undang.
Doktrin Montesquieu ini dimaksudjan untuk menjamin kemerdekaan seseorang dari kesewenag-wenangan penguasa. Doktrin ini banyak mempengaruhi para perumus UUD negara baru merdeka, tetapi tidak  menganut secara penuh. USA dan Inggris  pun tidak menerapkan trias politika dalam pengertian pemisahan kekuasaan murni. Di USA ada cheks and balance   (pengawasan dan kesimbangan) guna menjamin kekuasaan.
Negara komunis juga tidak dapat menerima trias politika, dengan alasan bahwa sumber kekuasaannya adalah rakyat. Gabriel A. Almond lebih suka menggunakan istilah :

· Rules making function untuk legislative

· Rules application untuk eksekutif, dan

· Rules adjudication untuk judikatif.

Demokrasi sebagai system pemerintah oleh banyak orang biasa disebut rule by people the people, kemudian diartikan “pemerintahan dari rakyat dan untuk rakyat”.Artinya, bahwa rakyat selaku mayoritas mempunyai suara menentukan dalam proses perumusan kebijakan pemerintahan melalui saluran-saluran yang tersedia (infra-struktur politik ), yaitu partai politik , kelompok kepentingan,kelompok penekan, dan pendapat umum.

Sejarah Perkembangan

Sistem demokrasi yang terdapat dinegara kota Yunani Kuno merupakan demokrasi langsung yaitu suatu bentuk pemerintahan dimana hak untuk membuat keputusan-keputusanpolitik menjalankan secara langsung oleh seluruh warga negara yang bertindak berdasarkan prosedur mayoritas. Sifat langsung dari demokrasi Yunani dapat diselenggarakan secara efektif karena berlangsung dalam kondisi yang sederhana, wilayahnya terbatas serta jumlah penduduk sedikit. Lagipula, ketentuan-ketentuan demokrasi hanya berlaku untuk warga negara yang resmi, yang hanya merupakan bagian kecil saja dari penduduk. Untuk mayoritas yang terdiri dari budak belian dan pedagang asing demokrasi tidak berlaku. Dalam negara modern demokrasi tidak lagi bersifat langsung, tetapi demokrasi berdasarkan bersifat perwakilan.

Renaissance adalah aliran yang menghidupkan kembali minat kepada kesusastraan dan kebudayaan Yunani kuno yang selama abad pertengahan telah disisihkan. Aliran ini membelokkan perhatian yang tadinya semata-mata diarahkan kepada tulisan-tulisan keagamaan kearah soal-soal keduniawian dan mengakibatkan timbulnya pandangan-pandangan baru. Reformasi serta perang-perang agama yang menyusul akhirnya menyebabkan manusia berhasil melepaskan diri dari penguasaan gereja, baik di bidang spiritual dalam bentuk dogma, maupun di bidang social dan politik. Hasil dari pergumulan ini ialah timbulnya gagasan mengenai perlunya adanya kebebasan beragama serta ada garis pemisah yang tegas antara soal-soal agama dan keduniawian, khususnya di bidang pemerintahan. Ini dinamakan “Pemisahan Antara Gereja dan Negara”.

5. HAK ASASI MANUSIA (HAM)

Hak  asasi manusia, baru disadari lalu diperjuangkan agar diakui dan dihormati semua orang sebagai fasalfasah individualisme.Juga, munculya negara nasional yang pemerintahnya berkuasa penuh dan berhak mancampuri bidang kehidupan warganya.

Manusia hidup bermasyarakat,maka agar kehidupan bersama dalam masyarakat itu berlangsung harmonis sudah barang  tentu ada ketentuan umum yang tidak boleh dilanggar.

Dalam sejarah memperjuangkan pengakuan thd HAM sebagaimana kita kenal dewasa ini, maka dikenal adanya beberapa dokumen penting cetusan tuntunan HAM sebagai berikut:

a. Magna Charta
b.     Petition of Right, 

c.     Habeas Corpus Act, 
d.     Bill of Right, 

e.     Declaration Des Droits de L’home et du citoyen,
Secara umum HAM dapat dibedakan menurut sifatnya sebagai berikut:

a.
Personal Right, yaitu hak pribadi yang meliputi kemerdekaan bersikap, berpendapat, memeluk agama, dan hubungan seks

b.
Political Right, yaitu hak politik pemerintahan yang meliputi turut memilih dan dipilih, mendirikan partai politik, mengadakan petisi, demonstrasi, berkumpul, berpartisipasi dalam politik

c.
Property Right, yaitu hak asasi ekonomi yang meliputi hak memilih benda, membeli dan menjual, mengadakan janji dagang, tanpa campur tangan pemerintah secara berlebihan

d.
Sosial and Cultural Right, yaitu hak masyarakat dan budaya yang meliputi hak memilih pendidikan dan pengajaran dan mengembangkan kebudayaan yang disukai serta mengamalkan dalam masyarakat.

e.
Right of legal equality, yaitu hak mendapat perlakuan yang sama menurut hukum dan kedudukan sederajat dihadapan hukum dan pemerintahan.

f.
Procedural Right, yaitu hak tata cara peradilan dan jaminan perlindungan yang meliputi proses dan prosedur tata cara perdilan menurut peraturan yang sah dan legal sebagai bukti pelaksanaan HAM

Hak asasi manusia dapat dikelompokkan dalam 4 sifat konvensi yakni:

1.
Konvensi yang bersifat universal

2.
Konvensi yang bersifat khusus

3.
Konvensi yang bersifat perlindungan

4.
Konvensi yang bersifat diskriminasi
HAM di Indonesia
Istilah “Hak Asasi” memang tidak terdapat dalam Undang-undang dasar 1945 tapi substansi hak asasi itu cukup banyak terdapat dalam pembukaan, batang tubuh, maupun penjelasan. UUD 45 ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945, tiga tahun lebih dahulu daripada “Universal Declaration of Human Right” tahun1948. Namun demikian, dalam perjalanan sejarah pemerintahan Indonesia khususnya dalam zaman orde baru, pelaksanaan hak asasi manusia kurang memuaskan sesuai dengan UUD45, sehingga kurang dapat mengikuti perkembangan kehidupan masyarakat.
Dalam pembukaan Piagam Hak Asasi Manusia Indonesia telah dinyatakan pula sikap dan pandangan bangsa Indonesia terhadap “Deklarasi Universal Hak Asasi Indonesia” PBB tahun 1948, bahwa bangsa Indonesia sebagai anggota PBB mempunyai tanggung jawab untuk menghormati ketentuan yang tercantum dalam deklarasi tersebut. 
Soal/Tugasan

1.   Coba saudara buatkan pengertian tentang demokrasi dan perkembangannya di Indonesia.
2. 
Coba saudara buatkan pengertian tentang HAM dan bagaimana perkembangannya di Indonesia.

3.  Apa ukuran sebuah negara itu demokrasi.

Bahan Bacaan

Budiardjo, Miriam. 1989. Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia

Budiardjo, Miriam. 1996. Demokrasi di Indonesia. Jakarta: Gramedia
Hutington, Samuel P. 1997. Gelombang Demokratisasi ketiga. Jakarta: Grafiti
Sanit, Arbi. 1981. Sitem Politik Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.
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Tujuan Instruksional Umum

Setelah mempelajari bahan ajar ini, mahasiswa akan dapat menganalisis dan merespon pembangunan politik dan ideologi politik dalam pembangunan ekonomi negara

Tujuan Instruksional Khusus

Setelah mengikuti perkuliahan ini mahasiswa diharapkan dapat sebagai berikut:

· Mendeskripsikan macam-macam dan model pembangunan ideologi politik

· Menganalisis sitem kerja 

· Menguraikan perkembangan . 

· Mengambarkan aliran dan ideologi politik yang mempengaruhi pembangunan ekonomi

   negara

Materi Pembahasan

Bab XII
Pembangunan Politik
1. Pengertian Pembangunan Politik
Pembangunan politik adalah proses perubahan dari tradisional kea rah masyarakat modern serta dari statis ke masyarakat dinamis yang berhubungan dengan orientasi pembangunan. Samuel P. Huntington merumuskan pembangunan politik sebagai proses, rasionalisasi, integrasi nasional, demokratisasi, dan mobilisasi.
Lucian W. Pye merumuskan tentang pembangunan politik, yaitu pembangunan politik sebagi prasyarat politik untuk pembangunan ekonomi, sebagai kehidupan khas politik masyarakat industri, sebagai modernisasi politik, sebagai negara kebangsaan, sebagai pembangunan administrasi dan hukum, sebagai mobilisasi massa dan partisipasi, sebagai pembinaan demokrasi, sebagai stabilisasi dan perubahan yang teratur, sebagai mobilisasi dan kekuasaan, serta sebagai satu segi dari proses perubahan social yang multidimensional.
Teori pembangunan politik biasanya barpendapat bahwa system politik mempunyai peranan penting dalam pembangunan ekonomi. Hubungan keduanya terjadi sebagi berikut:

1.
Penguasa politik bertanggung jawab dalam menciptakan kondisi yang mendukung pembangunan ekonomi

 2.
Penguasa politik menciptakan kerangka dasar kelembagaan masyarakat yang mempermudah peningkatan pembangunan ekonomi

3.
Pemerintah sendiri secara kangsung menyusun rencana yang lengkap dan melaksanakan sebagian besar pembangunan ekonomi melalui perusahaan negara.

2. Model-model Pembangunan Politik
Pembangunan politik berkaitan dengan semakin meningkatnya partisipasi politik rakyat. Huntington mengemukakan lima model pembangunan berkaitan dengan partisipasi politik yaitu sebagai berikut:

1.
Model Liberal

2.
Model Pembangunan Bourjuis

3.
Model Pembangunan Autokrtik

4.
Model Teknokratik

5.
Model Populis
Almond dan Powell mengemukakan bahwa terdapat lima macam strategi pembanguanan politik yang dianut oleh negara-negara yang sedang berkenbang, sebagai berikut:

1. Strategi Ototarian Teknokratik

2. Strategi Ototarian Teknokratik Egalitarian

3. Strategi Ototarian Teknokratik Mobilisasi

4. Strategi Neotradisional

5. Strategi Populis Demokratis

6. Pembangunan Politik Indonesia

Pembangunan politik masa orde baru dapat dilihat atas dua peranan pokok yaitu sebagi berikut:

1. Menciptakan suatu kestabilan politik yang dapat merangsang proses pembangunan ekonomi dan bidang lain.

2. Menggerakan suatu proses pembangunan politik sendiri yang sesuai dengan jalannya perkembangan ekonomi  dengan menuju kearah system politik yang stabil-dinamis

Bab XIII
Ideologi Politik Dan Perekonomian Negara

1. Ideologi Politik 
Dalam ilmu-ilmu sosial dikenal secara fungsional dan struktural Ideologi. Ideologi secara funsional bercirikan doktriner dan struktural bercirikan pragmatis. Beberapa ideologi dunia antara lain sebagai berikut.

a. Liberalisme, menjalankan ekonomi secara bebas, mendukung pemerintah berdasarkan   demokreasi liberal. Ciri-cirinya ialah demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang paling baik, anggota masyarakat memiliki kebebasan intelektual penuh, bebas bicara, agama dan pers, pemerintah mengatur kehidupan masyarakat secara terbatas.

b. Konservatif, ditandai dengan masyarakat yang tertata yang stabil bagaimana dia berhubungan dengan masyarakat lain, pemerintah berkuasa dengan mengikat dan  bertanggung jawab kepada penguasa, khususnya pada masyarakat yang lemah. Dalam hubungan ekonomi tidak menghendaki hubungan ekonomi proteksi, melainkan paham ekonomi internasional yang bebas.

c. Sosialisme dan komunisme. Sosialisme adalah reaksi terhadap industri dan akibatnya. Paha ini berkeyakinan kemajuan manusia terhalang dengan lembaga hak dan sarana produksi. Paham sosialis berkeyakinan perubahan dapat dilakukan secara damai dan demokratis, lebih luwes dalam perjuangan perbaikan nasib buruk secara bertahap dan bersedia berperan serta dengan pemerintah yang belum seluruhnya sosialisme.Paham komunis menginginkan perubahan dari kapitalisme harus dicapai dengan cara-cara revolusi dan pemerintahan dictator proletariat.

d. Fasisme,Tipe ini adalah nasionalisme yang romantis dengan symbol –simbol kebebasan negara.

Sistem ideologi di Indonesia merupakan pertumbuhan berbagai landasan keidupan, mulai dari kehidupan bermasyarakat sampai kepada landasan kehidupan bernegara.Sistem idoologi merupakan pertemuan nilai-nilai,tradisi, agama, dengan pemikiran barat. Fugsi idiologi adalah sebagai dasar negara dan sumber dari segala sumber hukum, komitmen bangsa dalam perjuangannya dan dasar cita-cita suatu perjuangan bangsa, serta pandangan hidup, bahkan jiwa dan kepribadian bangsa.

Pendekatan ideologi adalah sebagai sikap tentang apa yang seharusnya dikandung oleh suatu ideologi. Ada dua ideologi yang disusun berdasarkan kandungannya, yaitu teori kepentingan(interest) dan teori ketengangan(train).

Ideologi Dan Keterwakilan Politik 
Ideologi dan keterwakilan politik sebagai mata rantai yang menghubungkan pihak yang diwakili dengan pihak yang mewakili. Disini ideology  di fahami oleh anggota masyarakat sebagai sarana untuk mengindentifikasikan wakil mereka, artinya untuk menilai apakah seorang calon wakil mempunyai sikap,pandangan, ataupun kehendak sesuai dengan yang diharapkan pendukungnya.

Tiga pola hubungan ideology dengan keterwakilan politik :

1. Ideoligi kompetitif yang terkombinasi dengan perwakilan politik atas dasar kepentingan.

2. Ideologi semikompetitif dengan perwakilan politik symbol.

3. Kombinasi antara ideologi yang nonkompetitif dengan perwakilan politik yang mengutamakan tingkah laku pemimpin.

2. Perekonomian Negara
Sejarah membuktikan bahwa pada saat masing-masing negara belum bersatu peranan ideologinya dengan  pembangunan ekonomi yang juga harus dilengkapi dengan beberapa alasan pembenaran, maka akan sulit memproyeksikan marginal saving rate.

Hubungan antara ideologi dengan pembangunan ekonomi
Ekonomi pembangunan menekankan peran pemerintah dalam membuat perencanaan ekonomi yang terkoordinir, yang berdasarkan pada dukungan yang luas, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.
Ada dua hal pokok masalah politik ekonomi di Indonesia.

1. Sampai dimana pemerintah pusat menyerahkan kewenangannya kepada pemerintah daerah untuk memimpin pembangunan masyarakat.Maka, otonomi daerah adalah sesuatu hal yang sangat penting dalam perekonomian neagara.

2. Sampai dimana hasil perbandingan di nikmati oleh masyarakat dengan merata?

Orientasi pada status Quo cenderung mempertahankan struktur kekuatan yang ada dan menyempurnakan paa yang relative sudah baik.Hal ini menciptakan pertumbuhan yang”Ip-sided”.Orang yang berorentasi demikian hanya memberikan perhatian pada usaha mempertahankan posisi dan kekuatan mereka yang sudah kuat dan kaya, intelektual kota,dan pimpinan lain. Perhatian sedikit sekali di berikan pada rakyat kecil, orang yang lemah, massa yang tak terdidik,petani kecil,gelandangan kota,buruh, buta huruf,guru yang miskin, dan sebagainya. Sering orang mengatakan bahwa pemeliharaan status quo bukannya terutama ditujukan kepada stbilitas,melainkan untuk melindungi yang kuat atau besar pengaruhnya,yang kaya, dan yang berpendidikan tinggi.

Akan tetapi,orientasi pada mobilitas mendorong orang memberi perhatian pada hambatan bagi kemajuan atau perbaikan nasib rakyat kecil.Pengungkapan publik hanya terbatas pada kritik kepada pemerintah,dengan memakai isu-isu keadilan social sebagi alat persaingan elite. Sedangkan rakyat kecil tidak memperbaiki nasib secara riil. Baru dapat dirasakan apabila telah dapat memberikan alokasi sumber daya perbaikan rakyat kecil. Perbaikan kepada rakyat kecil dipakai sebagai ukuran pemikiran yang berorientasi pada mobilitas.

Orientasi pada status quo memakai orientasi  pada pusat sebagai titik tolak pengukuran. Pemerintah nasional secara tradisional selalu mengutamakan pemupukan kesatuan nasional,terdapat usaha mengarahkan pemerintah daerah untuk memberi perhatian lebih banyak pada masalah nasional. Maka kita ingin mengetahui apakah perubahan kearah otonomi daerah akan mendapat perbaikan kehidupan masyarakat didaerah. Suatu hal yang perlu mendapat kajian apabila benar-benar pemerintah akan memberikan otonomi kepada daerah demi perbaikan nasib rakyat seluruh negara. 

Soal/Tugasan

1. Sebutkan Pengertian Pembangunan Politik

2. Sebutkan dan uraikan model-model pembangunan Politik
3. Sebutkan dan uraikan macam-macam ideologi politik
Bahan Bacaan

Budiardjo, Miriam. 1989. Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia

Budiardjo, Miriam. 1996. Demokrasi di Indonesia. Jakarta: Gramedia
Hutington, Samuel P. 1997. Gelombang Demokratisasi ketiga. Jakarta: Grafiti
Sanit, Arbi. 1981. Sitem Politik Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers
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Tujuan Instruksional Umum

Setelah mempelajari bahan ajar ini, mahasiswa akan dapat menganalisis dan merespon peran komunikasi politik
Tujuan Instruksional Khusus

Setelah mengikuti perkuliahan ini mahasiswa diharapkan dapat sebagai berikut:

· Mendeskripsikan macam-macam dan pengertian komunikasi politik

· Menganalisis sitem kerja 

· Menguraikan perkembangan . 

· Mengambarkan aliran dan ideologi politik yang mempengaruhi komunikasi politik
Materi Pembahasan


BAB XIV

LAHIR KOMUNIKASI POLITIK

Pendahuluan

Ada empat tradisi penelitian awal lahirnya komunikasi politik:

1. Studi tentang Propaganda; dengan tujuan akhir mengubah opini publik

2. Studi tentang Voting behavior; dengan tujuan akhir voting decision

3. Studi tentang Media Effect; orang yang mempelajari efek komunikasi pada manusia, antara

    lain adalah john Claver
4. Studi tentang hubungan pers, pemerintah dan pendapat umum (Public Opinions)

Di Amirika Serikat ada lembaga pengontrol komunikasi yang sekarang hanya berfungsi sebagai pencatat, yaitu Federal Communicatios Control (FCC). Dalam mengontrol komunikasi juga ada istilah doktrin “Monroe”, yaitu bahwa Amirika Serikat untuk Amirika Serikat, artinya Amirika Serikat tidak mau dicampuri oleh orang lain.
Yang mempengaruhi voting behavior adalah lingkungann sedangkan media hanya pemacu dan pemicu saja.

Batasan Komunikasi Politik

Komunikasi politik mempunyai batasan, yaitu batasan dalam arti sempit dan dalam arti luas.
Batasan komunikasi politik dalam artri sempit:

1. Komunikasi Politik adalah setiap bentuk penyampaian pesan, baik dalam bentuk lambang maupun kata-kata tertulis atau terucapkan ataupun dalam bentuk isyarat yang dapat mempengaruhi kedudukan seseorang yang ada dalam puncak suatu struktur kekuasaan tertentu.

2. Suatu komunikasi dapat dikatagorikan mempunyai nilai/bobot politik apabila komunikasi itu mempunyai konsekwensi-konsekwensi atau akibat-akibat politik (faktual/berkemampuan) yang mengatur tingkah laku manusia dibawah kondisi pertentangan (konflik).
Sedangkan batasan komunikasi dalam arti luas adalah:

1. Komunikasi Politik adalah setiap jenis penyampaian pesan khususnya yang bermuatan info politik dari suatu sumber kepada sejumlah penerima pesan.

2. Batasan menurut International Encyclopedia of Communications, 1989: “Setiap penyampaian pesan yang disusun secara sengaja dengan tujuan untuk mendapatkan pengaruh atas penyampaian pesannya (atau dengan bantuan power) didalam masyarakat dapat dikatagorikan sebagai komunikasi politik.

Dari batasan-batasan diatas, ada empat macam komunikasi yang terjadi, yaitu:

1. Komunikasi antar elite (Horizontal Communications)

2. Komunikasi hegemonik (Top-Down Communications)

3. Komunikasi Petitionary (Bottom-Up Communications)

4. Komunikasi Associational (Lower Horizontal Communications)l

Hubungan antara Komunikasi dan Politik
Menurut Lasswell, “The study of polities is the study of influences and the influencial, sedangkan Politik adalah”who gets what when and how”.

Politik tidak dapat dipisahkan dari pengertian kekuasaan dan manipulasi yang dilakukan oleh elit penguasa dan atau counter-elit.

The influencial sama dengan mereka yang mendapatkan paling banyak dari apa yang ia harus terima. Nilai-nilai yang ada justeru yang dikwalifikasikan akan membawa perbedaan pendapat dan keamanan bagi para elit. Jadi yang paling banyak memperoleh adalah para elit, sedangkan sisanya adalah masyarakat.

Menurut david easton (1953), studi tentang politik tidak bisa dipisahkan dari pengertian “the authoritative allocation of power”. Dan bila dikaitkan dengan pengertian power dalam konteks kehidupan politik, maka power berkaitan dengan pembentukan dan pengambilan kebijakan otoritatif dalam masyarakat. Jadi kekuasaan umumnya dijalankan oleh orang yang mempengaruhi orang lain dengan memungkinkan suatu keputusan bisa diambil.

Sedangkan menurut Edward Benfield, political influence tidak dapat dipisahkan dari komunikasi. “mempengaruhi” tidak lain adalah kemampuan seseorang agar yang lain mau berbuat, bertindak, merasakan sesuatu sebagaimana yang diharapkan oleh seseorang tersebut.

Ada kesepakatan bahwa politik selalu diasosiasikan dengan aktivitas. Kemampuan untuk mengatur tingkah laku seseorang dalam kondisi konflik yang mampu merangsang lahirnya suatu sikap ketidak sepakatan atau pertikaian. Jadi politik dan komunikasi merupakan proses yang melibatkan bicara, gambar, gerakan, lambang dan isyarat.
Analisa Komunikasi Politik menurut Lasswell adalah sebagai berikut:

1. Komunikator Politik

2. Bahasa Politik

3. Media Kompol

4. Khalayak kompol

5. Pengaruh Kompol

Tujuan komunikasi politik diarahkan untuk mencapai suatu pengaruh, sedemikian rupa sehingga masalah yang dibahas oleh jenis kegiatan komunikasi tersebut dapat mengikat semua kelompok atau warganya melalui sanksi yang ditentukan bersama oleh lembaga-lembaga politik.

Sedangkan hakikat dari pada komunikasi politik adalah upaya sekelompok manusia yang mempunyai orientasi, pemikiran politik atau ideologi tertentu dalam rangka menguasai dan atau memperoleh kekuasaan demi terwujudnya ideologi atau pemikiran politik yang diharapkan.

Semua unsur-unsur komunikasi (komunikator, komunikan, pesan, tujuan, efek dan sumber informasi) berada pada dua struktur politik, yaitu suprastruktur (legislatif, eksekutif, yudikatif) dan infrastruktur (parpol, kelompok kepentingan, tokoh politik, media komunikasi politik, dll).

Fungsi komunikasi politik meliputi:

1. Fungsi yang berada pada struktur pemerintah (Suprastruktur politik) 

2. Fungsi yang berada pada struktur masyarakat (infrastruktur politik) atau disebut “the socio political sphare”.

Isi komunikasi politik yang dilaksanakan oleh pemerintah mencakup:

1. Seluruh kebijakan yang menyangkut kepentingan umum

2. upaya meningkatkan loyalitas dan integritas nasional

3. Motivasi dalam menumbuhkan dinamika dan integritas mental dalam segala bidang kehidupan yang menuju pada sikap perbaikan dan modernisasi

4. Menerapkan peraturan dan perundangan-undangan untuk menjaga ketertiban dan kehormatan dalam hidup bernegara

5. Mendorong terwujudnya partisipasi masyarakat dalam mencapai tujuan nasional.

Isi komunikasi yang dilaksanakan oleh kelompok-kelompok dalam masyarakat (infrastruktur) meliputi sosialisasi dan edukasi.

Soal dan Tugas
a. Uraikan dan bahas empat tradisi penelitaian awal lahirnya komunikasi politik

b. Apa batasan-batasan komunikasi politik dan uraikan batasan tersebut?

c.  Bagaima hubungan antara komunikasi dan politik

Bahan Bacaan
1. Dan Nimmo. 1993. Komunikasi Politik. Bandung: Rosda Karya

2. Karl D. Jackson and Lucian W. Oye. 1978. Political Power and Communication in Indonesia. Amireka Serikat: Berkley

3. Erman Anom. 2008. Media dan Politik Kekuasaan: Suatu Kajian Pendekatan Sistem. Jakarta: UIEU-University Press.
4. Anwar Arifin. 1992. Komunikasi Politik dan pers Pancasila. Jakarta: Media Sejahtera

5. Sasa Djuarsa Sendjaja. 199. Pengantar Komunikasi. Jakarta: UT

Bahan Bahan Ajar 12
Tujuan Instruksional Umum

Setelah mempelajari bahan ajar ini, mahasiswa akan dapat menganalisis dan merespon peran komunikasi, Politik, dan Komunikasi Politik
Tujuan Instruksional Khusus

Setelah mengikuti perkuliahan ini mahasiswa diharapkan dapat sebagai berikut:

· Mendeskripsikan macam-macam dan pengertian komunikasi, politik dan komunikasi

   politik

· Menganalisis sitem kerja 

· Menguraikan perkembangan . 

Materi Pembahasan

     BAB XV

KOMUNIKASI, POLITIK, DAN KOMUNIKASI POLITIK
Beberapa Pengertian Komunikasi

Ruben mendefinisikan, “komunikasi sebagai proses dimana seseorang didalam hubungannya dengan kelompok, organisasi dan masyarakat merespon dan menciptakan pesan untuk melakukan hubungan dengan lingkungan dan orang lain”.

Shannon secara sederhana menyatakan bahwa “komunikasi adalah pentransmisian dan penerimaan informasi’.


Lawrence Frey, carl Botan, Paul Friedman dan Gary Kreps secara bersama melihat “komunikasi sebagai manajemen pesan untuk menciptakan makna tertentu”.


Aranguren menyatakan: “Komunikasi sebagai pengalihan informasi untuk memperoleh tanggapan”.


De Fluer mengatakan: “Komunikasi sebagai pengkoordinasian makna antara seseorang dengan khalayak”.


Schramm menyatakan bahwa berkomunikasi berarti “saling berbagi informasi, gagasan atau sikap”.


Cherry menyatakan bahwa berkomunikasi berarti “saling berbagi unsur-unsur prilaku, atau modus kehidupan melalui perangkat-perangkat aturan”.


“Penyesuaian pikiran, penciptaan perangkat simbol bersama didalam pikiran para peserta-singkatnya suatu pengertian” (Merill dan Lowenstein).


“suatu peristiwa yang dialami secara internal yang murni personal yang dibagi dengan orang lain” (Fabun).


“Pengalihan informasi dari satu orang atau kelompok kepada yang lain, terutama dengan menggunakan simbol” (Theodorson).


Definisi yang dikemukakan oleh Lawrence Frey et .al, “Komunikasi sebagai manajemen pesan untuk menciptakan makna tertentu”. Artinya, pesan yang ingin dikomunikasikan oleh seseorang kepada atau dengan orang lain hendaknya diatur dan disesuaikan dengan kemampuan si penerima, sehingga esensi makna dari pesan itu terlalu jauh dari yang diharapkan.
Beberapa Pengertian Politik

Lasswell (1958), “Politik adalah siapa memperoleh apa, kapan, dan bagaimana”.

Erman Anom (2006), “Politik adalah cara merebut kekuasaan, menjalankan, dan mempertahankan kekuasaan”.

Sedangkan Easton (1953) mengatakan: “Politik adalah sebagao pembagian nilai-nilai oleh yang berwenang”.

Menurut Banfield (1961) Politik adalah “pengaruh”.
Weinstein (1971) “Politik adalah tindakan yang diarahkan untuk mempertahankan atau memperluas tindakan lainnya”.

“Politik juga menurut Bentley (1967) mencakup sesuatu yang dilakukan orang atau politik adalah kegiatan”.

Sedangkan Nimmo mengartikan “politik sebagai kegiatan orang secara kolektif yang mengatur perbuatan meraka di didalam kondisi konflik sosial”.
Mark Roelofs mengatakan bahwa “politik adalah pembicaraan atau lebih tepatnya kegiatan politik (berpolitik) adalah berbicara (berkomunikasi)”.

Menurut Roelofs, politik tidak hanya pembicaraan dan tidak semua pembicaraan adalah politik. Artinya, politik adalah hakikat pengalamannya dan bukan kondisi dasarnya.

Kesimpulan pandangan Roelofs menurut Nimmo adalah bahwa “Komunikasi Meliputi Politik”. Bila orang mengamati konflik, mereka menurunkan makna perselisihan itu melalui komunikasi.

Pengertian Komunikasi Politik

Istilah Komunikasi Politik mulai banyak disebut ketika Gabriel Almond menyatakan “Komunikasi politik adalah salah satu fungsi yang selalu ada dalam setiap sistem politik sehingga terbuka kemungkinan bagi para ilmuwan politik untuk memperbandingkan berbagai sistem politik dengan latar belakang budaya yang berbeda”.

Bagi almond, semua sistem politik yang pernah ada, yang sekarang ada, dan yang akan datang mempunyai persamaan-persamaan yang mendasar, yaitu adanya kesamaan fungsi yang dijalankan oleh semua sistem politik.

Pernyataan ini sekaligus membantah pandangan sebagian ahli yang menyatakan sistem politik yang satu berbeda dengan sistem politik lainnya oleh karena adanya perbedaan budaya, pengalaman, lingkungan, watak, dan lain sebagainya.
Blake dan Horoldsen (1975) dalam bahannya A taxonomy of Consepts in Communication menyatakan bahwa “komunikasi politik adalah komunikasi yang memiliki pengaruh aktual dan potensial mengenai fungsi dari pernyataan politik atau entitas politik lainnya”.

Sedangkan Nimmo mendefinisikan “komunikasi politik sebagai kegiatan komunikasi yang berdasarkan konsekwensinya (aktual maupun potensial) yang mengatur perbuatan manusia di dalam kondisi-kondisi konflik”.

Dalam melihat komunikasi politik, ilmuwan komunikasi lebih menitikberatkan pada peranan media massa, dengan sedikit perhatian pada komunikasi antar pribadi. Sedangkan ilmuwan politik lebih menekankan pada pesan-pesan politik dan aktor-aktor politik.
Komunikasi politik menyalurkan aspirasi dan kepentingan politik rakyat yang menjadi infut sistem politik dan saat yang bersamaan juga menyalurkan kebijakan yang diambil (output) sistem politik itu (Rudini).

Jika kita mengambil definisi komunikasi politik Blake diatas maka jelas untuk mengetahui “pernyataan politik” dan fungsi atau pengaruhnya, Media Massa Merupakan Salah Satu Saluran Komunikasi Yang Paling Penting, selain komunikator dan isi pesan itu sendiri.

Mengingat efek media yang begitu besar terhadap khalayak, baik dalam rangka pemberian informasi, sosialisasi suatu gagasan, atau bahkan keinginan kelompok tertentu untuk membentuk opini publik terhadap suatu masalah tertentu, maka media sering dijadikan alat dan saluran komunikasi yang jitu dalam komunikasi dan konflik politik.

Disini tampak jelas bahwa isi media (media content) sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor ekstramedia, termasuk faktor komunikator politik disamping organisasi media itu sendiri.

Soal/Tugasan
1. Sebutkan dan uraikan pengertian komunikasi politik

2. Sebutkan fungsi komunikasi politik

3. Sebutkan tujuan komunikasi Politik
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Tujuan Instruksional Umum

Setelah mempelajari bahan ajar ini, mahasiswa akan dapat menganalisis dan merespon peran komunikasi Politik dan Pers

Tujuan Instruksional Khusus

Setelah mengikuti perkuliahan ini mahasiswa diharapkan dapat sebagai berikut:

· Mendeskripsikan macam-macam model hubungan komunikasi politik dengan pers

  dan pemerintah

· Menganalisis sitem kerja 

· Menguraikan perkembangan . 

Materi Pembahasan:
BAB XVI

KOMUNIKASI POLITIK DAN PERS

· Istilah kompol menunjuk kpd pesan secara objek formalnya, shg titik berat konsepnya terletak pd komunikasi dan bukan pd politik. Pd hakekatnya kompol mengandung informasi atau pesan tentang politik.

· Kompol sbg suatu komunikasi yg diarahkan kpd pencapaian suatu pengaruh sedemikian rupa, shg masalah yg dibahas oleh jenis kegiatan komunikasi, dpt mengikat semua warganya melalui suatu sanksi yg ditentukan bersama oleh lembaga-lembaga politik

· Kompol, setiap bentuk penyampaian pesan, baik dlm bentuk lambang maupun kata-kata tertulis atau terucapkan ataupun dlm bentuk isyarat yg dpt mempengaruhi kedudukan seseorang yg ada dlm puncak suatu kekuasaan tertentu.

· Kompol, sbg proses komunikasi massa dan elemen-elemen di dalamnya yg mungkin mempunyai dampak thd prilaku politik.

· Kompol, salah satu fungsi yg selalu ada dalam setiap sistem politik shg terbuka kemungkinan bagi para ilmuwan politik utk memperbandingkan berbagai sistem politik dgn larat belakang budaya yg berbeda.

· Kompol, komunikasi yg memiliki pengaruh aktual dan potensial mengenai fungsi dr pernyataan politik atau entitas politik lainnya.

· Kompol, kegiatan komunikasi yg berdasarkan konsekuensinya (aktual maupun potensial) yg mengatur perbuatan manusia di dlm kondisi-kondisi konflik.

· Dlm melihat komunikasi politik, ilmuwan komunikasi lebih menitikberatkan pd peranan media massa, dgn sedikit perhatian pd komunikasi antar pribadi. Sedangkan ilmuwan politik lebih menekankan pd pesan-pesan politik dan aktor-aktor politik.

· Kompol menyalurkan aspirasi dan kepentingan politik rakyat.
PERS POLITIK DAN PERS BISNIS
· Perbedaan pers politik dgn pers bisnis:


1. 
Pers politik->orientasi politik, didominasi oleh politisi, berpihak kpd 



kepentingn politik kelompok, sirkulasi yg kecil.


2. 
Pers Bisnis->komersial, dikuasai oleh wartawan profesional, berusaha netral, 


sirkulasi besar.

HUBUNGAN PERS DENGAN PARTAI POLITIK
· Hubungan antara pers dgn parpol, melahirkan beberapa jenis surat kabar (pers partai, pers mandiri, pers afiliasi)

· Pemilikan pers tdk dpt dilepaskan dgn sistem politik di mana pers itu lahir dan berkembang.

· Pd semua sistem pers, media berita merupakan agen pemegang kekuatan politik dan ekonomi. Oleh karena itu suratkabar, majalah dan siaran berita bukanlah pelaku yg independen, meskipun mereka memiliki potensi utk menjalankan kekuasaan yg independen.

HUBUNGAN PERS DENGAN PEMERINTAH
· Pemerintah senantiasa mengatur hubungannya dgn pers melalui peraturan atau undang-undang. Dari peraturan dan undang-undang mengenai pers, kemudian dpt dipahami secara normatif sistem pers suatu negara yg berkaitan dgn sistem politik.

· Tipologi Sistem Pers: Siebert et.al (1956), McQuail (1983).

· Fred Siebert (1972) menggolongkan peranan pemerintah thd pers dalam empat kategori : memberikan batasan-batasan, memberikan pengaturan, memberikan fasilitas, turut berpartisipasi.

· Hubungan PM dgn pers terbatas pd peranan pemberi batasan. Pemerintah suatu negara, biasanya atas nama kepentingan masyarakat, telah membuat pelbagai kebijakan untuk membatasi dan kontrol pers.

Soal/Tugasan

1. Bagaimana cara memandang kompol menurut ilmuwan politik dan ilmuwan komunikasi
2. Apa itu pers politik dan pers bisnis

3. Bagaimana hubungan pers dengan pemerintah dan partai politik di dalam sebuah negara

Bahan Bacaan
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Tujuan Instruksional Umum

Setelah mempelajari bahan ajar ini, mahasiswa akan dapat menganalisis dan merespon peran media politik dan berita politik

Tujuan Instruksional Khusus

Setelah mengikuti perkuliahan ini mahasiswa diharapkan dapat sebagai berikut:

· Mendeskripsikan macam-macam model media politik dan berita Politik

· Menganalisis sitem kerja Saluran Kommunikasi Politik
· Menguraikan perkembangan terori dan konsep komunikasi massa
Materi Pembahasan:





BAB XVII

MEDIA POLITIK DAN BERITA POLITIK

Saluran Komunikasi Politik:
1. Komunikasi Massa

2. Komunikasi Interpersonal

3. Komunikasi Organisasi

Kegiatan penelitian komunikasi politik klasik telah dimulai (meskipun lewat ilmu sosial lainnya). Seperti studi tentang tingkah laku pemilih, propaganda dan perang urat syaraf, serta perubahan sikap dalam proses komunikasi.

Studi voting behavior membahas apa alasan-alasan seorang pemilih memilih parpol tertentu dalam pemilu dan apa alasan seorang
 pemilih untuk mengubah pilihannya.
Menurut Lazarsfeld penyebab terpenting dari berubahnya pilihan adalah “kontak tatap muka”. Sedangkan tingkahlaku pemilih dalam Pemilu lebih dipengaruhi oleh peranan media massa dalam kampanye.
Beberapa Teori dan Konsep Komunikasi Massa

1. Agenda Setting, 

Media selalu disesuaikan dengan agenda khalayak

2. Iklim Organisasi
3. Teori Strukturasi
4. Teori Jejaring

Pada umumnya, jalur Kompol dikembangkan melalui:

1. Media massa

2. Kekuatan Sosial Politik

3. Lembaga-lembaga perwakilan rakyat

4. Lembaga-lembaga masyarakat di pedesaan

Beberapa Teori dan Konsep Komunikasi Organisasi

1. Gaya Kepemimpinan

2. dll

Perkembangan Pers di Indonesia

1. Zaman Belanda

2. Zaman Jepang

3. Zaman Pergerakan

4. Zaman Soekarno

5. Zaman Soeharto

6. Zaman era 1998 – sekarang

Soal/Tugasan

1. Sebutkan saluran komunikasi politik

2. Dari mana jalur kompol di kembangkan

3. Bagaimana perkembangan pers di Indonesia, coba saudara sebutkan dan uraikan

Bahan Bacaan
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